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ABSTRAKSI
ABSTRAKSI.SATRIA IMADUDDIN, E11111251, dengan judul “ANALISIS
KELOMPOK PERLAWANAN FRAT TERHADAP SURAT KEPUTUSAN
BUPATI BIMA NOMOR 188.45/357/004/2010 TENTANG SETUJUAN
PENYESUAIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT.
SUMBER MINERAL NUSANTARA DI KECAMATAN LAMBU KABUPATEN
BIMA” di Bimbing oleh Dr.Muhammad Saad. MA sebagai Pembimbing I dan
A.Ali Armunanto S.Ip, M.Si sebagai pembimbing II.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang
melatarbelakangi perlawanan FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
terhadap Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima serta factor-faktor yang
mempengaruhi sehingga gerakan perlawanan FRAT berhasil. Informan
penelitian ini adalah delapan orang penduduk asli Lambu dan Sape.
Merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda (mahasiswa), pemerintah
daerah, serta pihak-pihak yang terlibar dalam perlawanan FRAT.
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lambu dan Kecamatan
Sape, Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, waktu penelitian
yaitu dari bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 2016. Metode
penelitian dengan wawancara langsung serta arsip/dokumen terkait
perlawanan FRAT. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif
untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang melatarbelakangi
FRAT melakukan gerakan perlawanan serta Faktor-faktor yang
mempengaruhi sehingga gerakan penolakan tambang di Kabupaten Bima
Berhasil.
Hasil penelitian ini telah menjelaskan bahwa bahwa ada beberapa
faktor yang melatarbelakangi terjadinya gerakan perlaawanan yang
dilakukan FRAT yaitu kurang dilibatkannya masyarakat dalam perumusan
kebijakan, minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, serta
kebijakan yang tidak tepat sasaran. Dari beberapa peneyebab tersebut
lahirlah gerakan perlawanan yang dilakukan oleh FRAT yakni yang
pertama perlawanan tersembunyi (tidak terorganisir) dan yang kedua
perlawanan terbuka (terorganisir).
Kata Kunci: FRAT, Perlawanan, IUP
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Gerakan sosial atau gerakan massa, merupakan sebuah fenomena
penting dalam sejarah perkembangan bangsa-bangsa yang ada di dunia.
Hampir sebagian besar peristiwa yang mengubah sebuah tatanan, baik itu segi
politik, ekonomi, maupun sosial budaya, seringkali bermula dan mendapat
momentum lewat gerakan sosial. Dalam ilmu politik, gerakan sosial atau lebih
populer disebut people power. Seiring dengan perkembangan isu maupun
kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dalam skala internasional maupun
nasional. Gerakan sosial tidak hanya mengambil tempat pada isu-isu politik,
ekonomi, maupun sosial-budaya saja, namun juga merambah pada isu-isu
lingkungan hidup maupun yang lainnya.
Di dunia ketiga, termasuk indonesia, gerakan sosial sering kali
berkaitan secara tidak langsung dengan pendekatan perubahan sosial yang
dominan (mainstream approach), yakni perubahan yang direkayasa oleh
negara, melaluai apa yang disebut pembangunan (pembangunan). Suatu
skenario (modernisasi) yang diasumsikan dan dirancang untuk membawa
kemajuan dan kemakmuran didunia ketiga. Namun pembangunan dipandang
rakyat ternyata justru sebagai penyebab kemacetan ekonomi, krisis ekologis,
serta berbagai kesengsaraan.
Masuknya sistem ekonomi pertambangan yang kapitalistik ke
kehidupan masyarakat petani pada saat yang sama masyarakat tetap dengan
2sistem ekonomi pertanian yang tradisional. Maka, terbangunlah dualisme
Ekonomi. Perbedaan kepentingan dalam dulisme ekonomi ini sangat rentan
terhadap militansi dan radikalisme petani, baik yang diam-diam seperti
pembangkangan maupun terbuka  melalui gerakan massa atau demonstrasi
serta pengrusakan terhadap alat-alat pertambangan maupun bangunan-banguna
instansi pemerintah, yang kesemuanya merupakan bentuk survival petani untuk
mempertahankan kehidupannya sekaligus menuntut keadilan.
Indonesia sebagai negara yang di anugerahi sumber daya alam yang
melimpah. Baik sumber daya alam mineral maupun non mineral. Sebagaimana
yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Maka
sudah sewajarnya pemerintah indonesia mengelola sumber daya alam yang
menjadi kekayaan alam negara demi kemakmuran rakyat. Namun dalam
kenyataannya, pengelolaan sumber daya alam di indonesia khususnya dalam
ruang lingkup pertambangan, selalu melahirkan benturan-benturan antara
pemerintah yang mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan izin
pertambangan dengan masyarakat selaku pihak yang akan bersentuhan
langsung dengan dampak yang akan ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan.
Berdasarkan data penjajakan oleh peneliti menunjukkan bahwa
Kabupaten Bima memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam,
bahan galian berupa emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu
menyebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima. Potensi
3ini tentunya tidak disia-siakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk menarik
investor guna mengeksplorasi serta mengekploitasi potensi tambang tersebut.
Eksplorasi maupun eksploitasi tambang di Bima diharapkan mampu
memberikan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka lapangan kerja
bagi tenaga pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi
Demerintah Daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima mengeluarkan
SK 188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara dan beberapa Surat Keputusan Tentang Izin Usaha
Penambangan lainnya untuk mengeksplorasi potensi tambang di Bima.1
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam memberikan izin kepada
perusahaan tambang menyebabkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat.
Khususnya masyarakat lambu terhadap PT Sumber Mineral Nusantara, meski
pada dasarnya penolakan dilakukan hampir meliputi disemua wilayah
dikabupaten bima yang terkena izin usaha pertambangan. Kegiatan eksplorasi
yang dilakukan oleh perusahaan tambang tersebut dinilai dapat mengganggu
aktivitas masyarakat setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak,
nelayan dan petani, selain itu masyarakat seketika dikagetkan hadirnya
perusahaan pertambangan yang akan mengelola sumber daya alam di wilayah
mereka. Sementara, tidak ada informasi awal dari pemerintah dan instansi
teknis, apa kegiatan dari perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga
dan lainnya.
Kehadiran perusahaan tambang menyebabkan keresahan dan
kekhawatiran ditengah-tengah masyarakat terhadap dampak yang akan
1 Lihat Lampiran 1
4ditimbulkan oleh aktivitas penambangan. Idealnya masyarakat di sekitar lokasi
pertambangan harus lebih awal mengetahui kehadiran perusahaan tambang.
Sehingga ketika ada aktifitas penambangan, warga tidak kaget, termasuk
sebelum izin diberikan pada perusahaan tersebut.
Perbedaan pandangan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam ini
disinyalir karena Pemerintah Kabupaten Bima pada tahap perumusan kebijakan
tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada warga perihal rencana
penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang menimbulkan perspektif
masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan politis dan pribadi dari
pengesahan izin usaha Pertmbangan di Kecamatan lambu, Kecamatan Sape,
dan Kecamatan Langgudu tersebut. Pada tahap ini kebijakan publik yang
seharusnya merupakan input dari berupa aspirasi dan tuntutan masyarakat
terhadap kondisi sosial dan lingkungan tidak menampakan wajahnya, sehingga
dalam proses implementasi, kebijakan mengalami kemandekan lantaran
masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan
Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas di
wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan
merusak ladang dan areal penggembalaan hewan ternak serta lokasi
pertambangan berdasarkan peta dalam lampiran SK 188.45/357/004/2010
memasukkan juga areal hutan lindung, areal permukiman warga, juga di dalam
areal pertambangan terdapat sejumlah tempat keramat yang sangat dihormati
secara adat oleh warga setempat. Selain itu pertambangan juga dikhawatirkan
akan merusak mata air sebagai satu-satunya sungai yang mengairi ladang dan
5persawahan masyarakat. Di sinilah kemudian muncul gerakan perlawanan
masyarakat yang di pelopori oleh aktivis mahasiswa yang tergabung dalam
KMLB (Kerukunan Mahasiswa Lambu Bima) dan FRAT (Front Rakyat Anti
Tambang). Beberapa kali FRAT menyatakan keinginannya untuk bertemu
dengan Bupati Bima, dan meminta Pemerintah Kabupaten Bima untuk
mencabut Surat izin eksplorasi tambang tersebut, tetapi pertemuan itu belum
juga terealisasi sehingga tidak ada kejelasan dari pemerintah mengenai izin
usaha pertambangan pertambangan tersebut.
Wujud perlawanan masyarakat di Kabupatem Bima yang
mengasosiasikan diri mereka sebagai FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
dalam menolak kebijakan izin tambang yaitu dengan melakukan Gerakan
massa (demonstrasi) yang diwarnai dengan tindakan anarkisme, sehingga
mengakibatkan berbagai kerusakan, mulai dari pembakaran kantor Camat
Lambu sekitar Februari 2011 lalu, kemudian kasus pendudukan Pelabuhan
Sape yang akhirnya dilakukan pembubaran paksa oleh personil Kepolisian
hingga jatuh korban luka maupun korban jiwa. Puluhan mayarakat mengalami
luka ringan maupun berat akibat terkena tembakkan dan pukulan dari aparat
dan dua orang warga meninggal dunia (24 Desember 2011), lalu disusul
dengan pembakaran kantor kapolsek Lambu dan pembakaran sejumlah kantor
desa di Kecamatan Lambu, dan kejadian terakhir 26 januari 2012 yakni
pembakaran Kantor Bupati Bima dan kantor KPUD Kabupaten Bima.2
2 Kronologis Aksi Perlawanan oleh Frat lihat di lampiran 2
6Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 april
tentang penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara bukanlah pemberian Izin baru melainkan
penyesuaian terhadap izin yang lama yaitu kuasa pertambangan Nomor 621
tahun 2008, tanggal 22 mei 2008 sebagaimana yang diamanatkan peraturan
pemerintah No. 23 tahun 2010. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin
untuk melaksanakan eksplorasi dengan jenis kegiatan: penyelidikan umum
kegiatan eksplorasi yang meliputi pengambilan sampel, pengambilan contoh air
dan membuat pemetaan geologi.
Semula pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menolak untuk
mencabut Ijin Usaha Pertambangan yang telah dikeluarkan dengan alasan
karena belum ditemukan pelanggaran oleh perusahaan atau hal lain
sebagaimana disebutkan dalam UU Pertambangan Minerba, yaitu pailit,
pidana, dan tidak melakukan kewajibannya. Pemerintah daerah hanya
mengeluarkan pemberhentian izin sementara. Namun pemberhentian izin
sementara ini tidak memuaskan masyarakat yang menghendaki pencabutan Izin
Usaha Pertambangan secara tetap.
Atas berbagai desakan yang dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten
Bima, baik dari pemerintah pusat, seperti datang dari Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, yang menginstruksikan kepada Bupati
Bima untuk mencabut Izin Pertambangan yang menjadi pangkal masalah
terkait makin meluasnya eskalasi perlawanan dari masyarakat, rusaknya
fasilitas-fasilitas publik akibat anarkisme massa demonstrasi, maupun tekanan
7berupa pemberitaan dari media massa serta kritikan dari organisasi-organisasi
yang mengecam tindakan represif pemerintah dalam penanganan gerakan
massa hingga menimbulkan korban jiwa. Dari hasil negosiasi yang dilakukan
oleh pihak masyarakat dengan pemerintah kabupaten Bima. Akhirnya Pada
tanggal 28 Januari 2012 Bupati Bima mengeluarkan Surat Keputusan
penghentian secara tetap kegiatan Usaha Pertambanan eksplorasi oleh PT.
Sumber Mineral Nusantara di kecamatan lambu, kecamatan sape dan
kecamatan langgudu melalui SK 188.45/64/004/2012
Dari serangkaian deskripsi di atas mengenai Gerakan perlawanan yang
dilakukan oleh Kelompok perlawanan masyarakat FRAT (Front Rakyat Anti
Tambang) terhadap kebijakan izin tambang dikabupaten bima, sejak
kemunculannya hingga menuai keberhasilan dengan ditandai dicabunya Surat
keputusan Izin Usaha pertambangan secara permanen. Sehubungan dengan
penjelasan di atas, maka penulis tertarik menjadikan gerakan perlawanan ini
sebagai fokus penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Analisis
Perlawanan FRAT terhadap Surat Keputusan Bupati Bima Nomor
188.45/357/004/2010 tentang Setujuan Penyesuaian Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Mineral Nusantara di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima”
8B. Rumusan Masalah
Memperhatikan luasnya cakupan masalah diatas, maka peneliti
memberikanbatasan penelitian pada:
a. Apa yang melatarbelakangi FRAT melakukan gerakan perlawanan
menolak tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?
b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi hingga perlawanan FRAT
berhasil?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi
tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi FRAT melakukan
gerakan perlawanan terhadap SK Bupati Bima Nomor
188.45/357/004/2010
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga
gerakan perlawan FRAT berhasil.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat maupun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
a. Manfaat Praktis
Membantu bagi aktor gerakan sosial di Indonesia,
khususnya di Bima sebagai salah satu sumber rujukan bagi gerakan
masyarakat sipil.
9b. Manfaat Teoritis
1. Menjelaskan secara akademik fenomena gerakan perlawanan di
Indonesia, khususnya di Bima
2. Menjadi salah satu sumber tertulis tentang gerakan perlawanan
masyarakat sipil di Indonesia, khususnya di Bima
c. Manfaat Akademik
Merupakan satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata
Satu (S1) Ilmu Politik, Jurusan Politik Pemerintahan pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa konsep dan teori yang
akan digunakan sebagai alat analisis dalam keseluruhan penelitian ini. Selain
menjelaskan konsep, yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dari setiap konsep,
dan selanjutnya digunakan dalam sepanjang tulisan ini. Hal ini dimaksudkan untuk
kepentingan penjelasan secara teoritik dalam menjelaskan fenomena gerakan
sosial, sebagaimana yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.
A. Gerakan Sosial Baru dan Gerakan Perlawanan
Gerakan sosial merupakan sebuah pertarungan, dimana para
penggeraknya sedang mengusahakan perubahan sosial terhadap pola relasi
dalam suatu masyarakat. Pola relasi yang timpang dan hanya menguntungkan
satu belah pihak. Dalam upaya untuk merubah pola relasi yang timpang dalam
masyarakat, dari tingkat makro sampai mikro, gerakan sosial hadir dalam
berbagai rupa. Bisa merupakan pemberontakan petani terhadap tuan tanahnya,
pekerja terhadap majikan, atau dalam fenomena kontemporer gerakan sosial,
bahkan sudah hadir dengan bentuk yang lebih plural. Seperti gerakan
lingkungan hidup, anti perang, kebebasan personal, gerakan Lembaga Swadaya
Masyrakat dan lainnya.
Kajian gerakan sosial (social movement), setidaknya bisa dilihat dalam
dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang melihat bahwa gerakan sosial
merupakan ancaman dan berdampak negatif terhadap sistem yang telah mapan.
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Pendekatan ini berakar pada fungsionalisme yang menganggap masyarakat
merupakan satu kesatuan dengan fungsi yang saling berkaitan, dan jika salah
satu bagian mengalami anomali maka juga akan berdampak pada sistem secara
keseluruhan. Kedua, pendekatan yang melihat bahwa gerakan sosial
merupakan fenomena yang positif dan merupakan atau menjadi sarana
konstruktif bagi perubahan sosial itu sendiri. Pendekatan ini berakar pada
analisis konflik dari pemikir marxis tradisional yang menganggap pertentangan
merupakan salah satu cara mencapai tujuan.3
Pada masa-masa awal, kajian gerakan sosial berkonsentrasi pada aksi-
aksi yang dilakukan oleh kelas pekerja (working-class), dimana ekonomi
menjadi faktor determinis untuk menggerakannya. Pemikiran ini bisa
ditemukan pada pemikir-pemikir Marxisme tradisional dimana hubungan
produksi merupakan landasan atau pondasi nyata dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hubungan produksi tersebut kemudian melahirkan dua kelas berbeda,
pekerja dan pemilik alat produksi, dengan kepentingan material yang juga
berbeda. Kepentingan yang berbeda inilah kemudian memecah dan melahirkan
pertentangan atau dikenal dengan istilah ‘perjuangan kelas’. Dimana kelas
yang didominasi atau tereksploitasi akan melakukan penentangan dan
mengambil alih alat produksi. Oleh karena itu, sejarah masyarakat merupakan
sejarah perjuangan kelas. Dimana kelas yang akan menjadi ‘pemenang’ adalah
3 Mansour Fakih, 2004. Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial. Pergolakan Ideologi LSM
Indonesia. Pustaka Pelajar. Jakarta. hlm. 42-43
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kelas yang memiliki alat produksi karena secara ekonomi lebih baik dan lebih
memiliki daya tawar yang baik.4
Dalam menjelaskan gerakan sosial kontemporer, setidaknya ada dua
pendekatan yang bisa digunakan. Yaitu, pendekatan New Social Movement
atau gerakan sosial baru dan pendekatan Resource Mobilitation atau mobilisasi
sumber daya. Kedua pendekatan ini, masing-masing menjadi kritik dari
pendekatan sebelumnya (gerakan sosial lama). Pendekatan pertama menjadi
counter terhadap pandangan yang menganggap bahwa pekerja dan ekonomi
sebagai faktor penentu gerakan. Sementara pendekatan kedua merupakan kritik
atas fungsionalisme yang menekankan integrasi, keseimbangan dan keselarasan
dalam sistem, dan menawarkan analisis konflik dalam melihat fenomena
sosial.5
Selain itu, pendekatan Resource Mobilitation juga menolak asumsi dari
pendekatan aksi kolektif  (collective action) yang menganggap aktor dari
mobilisasi sumber daya adalah orang-orang yang mengalami alienasi dan
ketegangan sosial. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, gerakan
kontemporer mensyaratkan sebentuk komunikasi dan organisasi yang canggih,
ketimbang terompet dan tambur dari gerakan ‘lama’. Olehnya, Gerakan Sosial
Baru adalah sebuah sistem mobilisasi yang terorganisir secara rasional. Ini
sekaligus menegaskan posisi Gerakan Sosial Baru terhadap teori tindakan
4Ibid.hlm 50.
5Eduardo Canel.1997. New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need
for Integration. Bagian 9 dalam buku Community Power And Grassroots Democracy; The
Transformation Of Social Life. Editor Michael Kaufman and Haroldo Dilla Alfonso. Zed Books.
London And New Jersey. hl.190-191.
13
kolektif yang menganggap, faktor ‘perasaan’ dan ‘penderitaan’ menjadi
penggerak setiap aktor sehingga tindakannya dianggap irasional.6
Kedua pendekatan dalam kajian gerakan sosial ini sedikit-banyak
dipengaruhi oleh pemikiran kaum kiri baru (new left), seperti Antonio Gramsci
khususnya dengan pemikirannya tentang konsep hegemoni. Dimana dalam
pemikiran Gramsci, kekuasaan negara tidak sepenuhnya berada pada dua kelas
(pekerja dan pemilik modal) sebagaimana marxisme ortodoks. Melainkan
dalam kekuasaan negara, juga terdapat kelas-kelas lain yang tergabung dalam
organisasi-organisasi swasta seperti geraja, serikat dagang, sekolah dan yang
lainnya.7 Pemikiran ini kemudian berimplikasi pada pemahaman bahwa
pertentangan dalam perubahan masyarakat tidak sepenuhnya bertumpu pada
kelas pekerja dan pemilik modal, melainkan terdapat kelas lain atau dalam hal
ini masyarakat sipil.
Pendekatan baru ini melihat aktor gerakan perubahan sosial tidak lagi
bertumpu pada kelas pekerja (working class) atau pada petani (peasant) serta
ekonomi sebagai faktor yang esensial. Melainkan, aktor gerakan sosial bisa
saja merupakan aktor baru yang sama sekali tidak bersentuhan secara langsung
dengan proses produksi pada masyarakat industri.8 Oleh karena itu, Laclau dan
Mouffe (1985), mengembangkan pendekatan Gramsci dan menganggap bahwa
6Rajendra Sing, 2010. Gerakan Sosial Baru. Judul asli; Social Movement, Old And New: A Post-
Modernist Critique. 2001. Penerjemah Eko P. Darmawan. Resist Book. Yogyakarta.
7Roger Simon, 2004. Gagasan-Gagasan Politik Gramsci. Judul asli; Gramsci’s Political Thought.
Diterjemahkan oleh Kamdani dan Imam Baehaqi. Insist Press dan Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
8Op.cit.hlm 189.
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‘gerakan sosial baru’ merupakan pendekatan alternatif atas kemacetan
pendekatan Marxisme tradisional.9
Dalam memahami perbedaan pendekatan gerakan sosial baru dan
gerakan sosial lama, Rajendra Singh mengajukan empat ciri. Pertama, Gerakan
Sosial Baru menaruh konsepsi ideologis pada asumsi, masyarakat sipil tengah
menyeluruh; dimana ruang sosialnya mengalami penciutan dan yang sosial
ditengah masyarakat digerogoti oleh kemampuan kontrol negara yang
berkesesuaian dengan ekspansi pasar. Oleh karenanya, Gerakan Sosial Baru
berusaha membangkitkan isu ‘pertahanan diri’ dalam menghadapi ekspansi
dari dua hal tersebut, pasar dan negara.
Kedua, Gerakan Sosial Baru merubah paradigma Marxis secara radikal
mengenai penjelasan konflik dan kontradiksi dalam istilah ‘kelas’ dan konflik
kelas. Dan melihat Gerakan sosial baru merupakan gerakan sosial transnasional
dengan aktor gerakan yang tidak terkotak-kotakkan pada pembagian kelas
tertentu. Aktor yang terlibat didalamnya juga tidak semata-mata bekerja
berdasarkan kepentingan kelas, akan tetapi untuk kepentingan kemanusiaan
yang lebih luas.
Ketiga, terkait dengan pandangan bahwa kelas tidak lagi menjadi
penopang aksi kolektif, maka pada umumnya Gerakan Sosial Baru
‘mengabaikan’ model organisasi serikat buruh industri dan model kepartaian
politik, dalam hal ini terjadi pengecualian pada Partai Buruh dan Partai Hijau di
9 Mansour Fakih, 2004. Masyarakat sipil Untuk Transformasi Sosial. Pergolakan LSM Indonesia.
Pustaka Pelajar. Jakarta. hlm. 46
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Jerman. Namun dalam realisasi Gerakan Sosial Baru umumnya melibatkan
politik akar rumput, aksi-aksi akar rumput, memprakarsai gerakan-mikro dari
kelompok-kelompok kecil, serta membidik isu-isu lokal dengan sebuah
institusi terbatas.
Dan keempat adalah, berdasarkan struktur, Gerakan Sosial Baru
didefinisikan oleh pluralitas cita-cita, tujuan, khendak dan oreantasi, dan oleh
heterogenitas basis sosialnya. Sementara tujuan dari Gerakan Sosial Baru
sendiri mengupayakan penataan kembali relasi antara negara, masyarakat dan
perekonomian. Serta menciptakan ruang publik yang didalamnya wacana
demokratis mengenai otonomi, kebebasan  individual dan kolektivitas mereka
bisa selalu diskusikan dan diperiksa.10
Menurut Fakih, Gerakan Sosial diakui sebagai gerakan yang bertujuan
untuk melakukan perubahan terhadap sistem sosial yang ada. Karena memiliki
orientasi pada perubahan, dianggap lebih mempunyai kesamaan tujuan, dan
bukan kesamaan analisis. Mereka tidak bekerja menurut prosedur baku,
melainkan menerapkan struktur yang cair dan operasionalnya lebih diatur oleh
standar yang muncul saat itu untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka
juga tidak memiliki kepemimpinan formal, seorang aktivis gerakan tampil
menjadi pemimpin gerakan karena keberhasilannya mempengaruhi massa
dengan kepiawaiannya dalam memahami dan menjelaskan tujuan dari gerakan
serta memiliki rencana yang paling efektif dalam mencapainya.
10Rajendra Sing, 2010. Gerakan Sosial Baru. Judul asli; Social Movement, Old And New: A Post-
Modernist Critique. 2001. Penerjemah Eko P. Darmawan. Resist Book. Yogyakarta. hlm 124-
130.
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Soekanto dan Broto Susilo (1987) memberikan empat ciri gerakan
sosial, yaitu:
1. tujuannya bukan untuk mendapatkan persamaan kekuasaan, akan tetapi
mengganti kekuasaan,
2. adanya penggantian basis legitimasi,
3. perubahan sosial yang terjadi bersifat massif dan pervasive sehingga
mempengaruhi seluruh masyarakat, dan
4. koersi dan kekerasan biasa dipergunakan untuk menghancurkan rezim
lama dan mempertahankan pemerintahan yang baru.
J. Smelser (Sihbudi dan Nurhasim, ed., 2001) menyatakan, bahwa
gerakan sosial ditentukan oleh lima faktor. Pertama, daya dukung struktural
(structural condusiveness) di mana suatu perlawanan akan mudah terjadi dalam
suatu lingkungan atau masyarakat tertentu yang berpotensi untuk melakukan
suatu gerakan massa secara spontan dan berkesinambungan (seperti lingkungan
kampus, buruh, petani, dan sebagainya). Kedua, adanya tekanan- tekanan
struktural (structural strain ) akan mempercepat orang untuk melakukan
gerakan massa secara spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri
dari situasi yang menyengsarakan.
Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh masyarakat luas
untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga dapat menimbulkan
kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat menguntungkan tersebut.
Keempat, faktor yang dapat memancing tindakan massa karena emosi yang
tidak terkendali, seperti adanya rumor atau isu- isu yang bisa membangkitkan
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kesadaran kolektif untuk melakukan perlawanan. Kelima, upaya mobilisasi
orang- orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan.
Dengan merujuk pada definisi dan argumentasi tersebut, Gerakan sosial
merupakan gerakan yang memiliki tujian untuk melakukan gugatan terhadap
suatu ketimpangan sosial atau masalah sosial tertentu, dimana gerakan sosial
muncul dalam wujud aksi kolektif dari invidu-individu maupun organisasi
dalam bentuk gerakan perlawanan, seperti kasus perlawanan masyarakat
terhadap PT. Freeport di Papua, kasus-kasus pertanahan, maupun lingkungan
hidup.
Gerakan perlawanan sendiri merupakan gerakan yang dilakukan oleh
kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas, frustasi, dan
hadirnya situasi ketidakadilan di tengah- tengah mereka. Dimana gerakan
perlawanan ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan kondisi sosial,
politik, dan ekonomi menjadi kondisi yang berbeda dengan sebelumnya.
Scott mendefinisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang
dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditujukan untuk
mengurangi atau menolak klaim (minsalnya harga sewa atau pajak) yang
dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat terhadap mereka. Scott membagi
perlawanan tersebut menjadi dua bagian, yaitu: perlawanan publik atau terbuka
(public transcript) dan perlawanan tersembunyi atau tertutup (hidden
transcript).
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Kedua kategori tersebut, oleh Scott, dibedakan atas artikulasi
perlawanan; bentuk, karekteristik, wilayah sosial dan budaya. Perlawanan
terbuka dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas - kelas
subordinat dengan kelas- kelas superdinat. Sementara perlawanan sembunyi-
sembunyi dikarakteristikan oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung
antara kelas- kelas subordinat dengan kelas- kelas superdinat.
Untuk melihat pembedaan yang lebih jelas dari dua bentuk perlawanan
di atas, Scott  mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang
bersifat: 1) organik, sistematik dan kooperatif, 2) berprinsip atau tidak
mementingkan diri sendiri, 3) berkonsekuensi revolusioner, dan / atau 4)
mencakup gagasan atau maksud meniadakan basis dominasi. Dengan
demikian, aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk
rasa, mogok makan (dan lain- lain) merupakan konsekuensi logis dari
perlawanan terbuka terhadap pihak superdinat.
Sedangkan perlawanan sembunyi- sembunyi dapat dicirikan sebagai
perlawanan yang bersifat:
1. tidak teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual,
2. bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri,
3. tidak berkonsekuensi revolusioner, dan/ atau
4. lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.
Oleh karena itu, gejala- gejala kejahatan seperti: pencurian kecil-
kecilan, hujatan, makian, bahkan pura- pura patuh (tetapi dibelakang
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membangkang) merupakan perwujudan dari perlawanan sembunyi-sembunyi.
Perlawanan jenis ini bukannya bermaksud atau mengubah sebuah sistem
dominasi, melainkan lebih terarah pada upaya untuk tetap hidup dalam sistem
tersebut sekarang, minggu ini, musim ini (Scott, 1993). Percobaan- percobaan
untuk menyedot dengan tekun dapat memukul balik, mendapat keringanan
marjinal dalam eksploitasi, dapat menghasilkan negosiasi- negosiasi tentang
batas- batas pembagian, dapat mengubah perkembangan, dan dalam peristiwa
tertentu dapat menjatuhkan sistem.
Tetapi, menurut Scott, semua itu hanya merupakan akibat- akibat yang
mungkin terjadi, sebaliknya, tujuan mereka hampir selalu untuk kesempatan
hidup dan ketekunan. Bagaimanapun, kebanyakan dari tindakan ini (oleh kelas-
kelas lainnya) akan dilihat sebagai keganasan, penipuan, kelalaian, pencurian,
kecongkakan- singkat kata semua bentuk tindakan yang dipikirkan untuk
mencemarkan orang- orang yang mengadakan perlawanan. Perlawanan ini
dilakukan untuk mempertahankan diri dan rumah tangga. Dapat bertahan hidup
sebagai produsen komoditi kecil atau pekerja, mungkin dapat memaksa
beberapa orang dari kelompok ini menyelamatkan diri dan mengorbankan
anggota lainnya.
Scott menambahkan, bahwa perlawanan jenis ini (sembunyi- sembunyi)
tidak begitu dramatis, namun terdapat di mana- mana, melawan efek- efek
pembangunan kapitalis asuhan negara. Perlawanan ini bersifat perorangan dan
seringkali anonim. Terpencar dalam komunitas- komunitas kecil dan pada
umumnya tanpa sarana- sarana kelembagaan untuk bertindak kolektif,
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menggunakan sarana perlawanan yang bersifat lokal dan sedikit memerlukan
koordinasi.
Koordinasi yang dimaksudkan di sini, bukanlah sebuah konsep
koordinasi yang dipahami selama ini, yang berasal dari rakitan formal dan
birokratis. Tetapi merupakan suatu koordinasi dengan aksi- aksi yang
dilakukan dalam komunitas dengan jaringan-jaringan informasi yang padat dan
sub kultur - sub kultur perlawanan yang kaya. Tidak terdapat aksi- aksi huru
hara, demonstrasi, pembakaran, kejahatan sosial terorganisisr, dan kekerasan
terbuka. Perlawanan ini akan terus berlangsung selama struktur social masih
eksploitatif dan tidak adil.
Menurut  Basrowi dan Sukidin, studi yang membahas tentang gerakan
dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan
moral ekonomi. Pada pendekatan ini, aspek pokok yang memicu gerakan
adalah:
a. adanya reaksi terhadap perubahan yang dianggap akan mengancam
kelangsungan hidup komunitasnya yang berada dalam kondisi
subsistensi,
b. faktor kepemimpinan sebagai faktor kunci gerakan dan umumnya berasal
dari kalangan elit desa atau patron.
Kedua, pendekatan ekonomi politik yang menyatakan bahwa gerakan
pada dasarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual terhadap
perubahan yang dikalkulasikan merugikan dan mengancam mereka. Keputusan
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melakukan gerakan terletak pada individu yang menganggapnya sebagai
pilihan yang efektif dan efisien. Ketiga, pendekatan historis yang
memfokuskan pada keberlangsungan kesejahteraan yang terdapat pada suatu
masyarakat. Gerakan dipahami sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan
dan ancaman terhadap nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan yang dimiliki.
Perlawanan merupakan bentuk dari pernyataan sikap yang dilakukan
oleh masyarakat. Penyikapan masyarakat tersebut dalam bentuk perlawanan
terhadap kelompok atau pihak yang dianggap mengancam eksistensi mereka
selalu mengalami perubahan. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh isu yang
diangkat dan mendapat dukungan dari masyarakat. Soekanto berpendapat
bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan, kondisi- kondisi
sosial dan ekonomi telah menimbulkan tekanan- tekanan dan tuntutan-tuntutan
berbeda dari sebelumnya. Kemudian Soekanto menambahkan, tuntutan tersebut
disebabkan oleh masalah- masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap
yang merupakan sumber frustasi bagi pemicu timbulnya perlawanan.
Zubir menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh kelompok
pinggiran (seperti buruh, pedagang, petani, dan lain- lain) bersifat sporadis.
Dalam memperjuangkan keinginannya, gerakan ini tidak memiliki strategi
perjuangan yang jelas sehingga lebih mudah untuk dipadamkan oleh pihak-
pihak yang berkuasa. Apabila gerakan ini telah dimasuki oleh unsur idiologis,
maka gerakan ini akan menjadi suatu gerakan yang radikal. Dalam percaturan
politik, massa dari kelompok ini menjadi lahan perebutan yang subur dari
berbagai kelompok yang bertikai. Ia memiliki tujuan yang jelas dan dalam
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gelombang yang besar, gerakan ini memiliki kecenderungan melawan arus
zaman, arus dari status quo yang berkuasa. Gerakan seperti ini biasanya
dipelopori oleh mahasiswa sebagai aktor intelektual.
Gurr dalam Mas’oed menyatakan, bahwa adanya empat faktor yang
menentukan intensititas perlawanan dan potensi untuk melakukan tindakan
politis sebagai jalan keluar. Pertama, seberapa parah tingkat keterbelakangan
atau penderitaan kolektif komunal itu dibandingkan dengan kelompok lain.
Kedua, kekuatan atau ketegasan identitas kelompok yang merasa terancam.
Ketiga, keandalan derajat kohesi dan mobilisasi kelompok. Dan keempat,
kontrol represif atau daya paksa tidak adil oleh kelompok- kelompok dominan.
Menurut Alain Touraine seperti yang dikuti oleh Adijtonro dalam paper
yang berjudul “large dam victims and their defendersi: the emergence of an
anti- large dam movement in Indonesia”, yang kemudian dikutip oleh Sangaji,
terdapat tiga karekteristik gerakan sosial, yakni: identifikasi, oposisi, dan
totalitas. Identifikasi berkaitan dengan aktor- aktor gerakan yang dibedakan
kedalam dua kelompok, yaitu para korban dan para pembelanya. Oposisi
berhubungan dengan apa (siapa) yang hendak ditentang. Dan prinsip totalitas
berhubungan dengan teori- teori yang mendasari gerakan tersebut.
Berkaitan dengan cara- cara pengungkapan atau ekspresi perlawanan,
Sangaji membagi kedalam dua bentuk, yakni: 1) perlawanan yang diungkapkan
secara individual, 2) perlawanan yang dilakukan melalui tindakan- tindakan
kolektif atau bersama. Kedua bentuk perlawanan tersebut diekspresikan dalam
beragam cara, mulai dari aksi protes terbuka, yang diungkap melalui media
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massa, surat protes, pengiriman delegasi, atau melalui kesempatan dialog,
seminar, hingga cara- cara tertutup, seperti aksi tutup mulut dan tidak
menghadiri pertemuan dengan rival.
Di samping itu, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok pinggiran
ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau individu yang umumnya
berasal dari kalangan terpelajar, seperti mahasiswa, NGO, tokoh intelektual
setempat. Mereka dibedakan atas dua kategori, yaitu: 1) para pendukung
spesialis, yakni individu dan organisasi yang secara spesifik membangun
keterampilan dan idiologi untuk menentang kebijakan tersebut, 2) para
pendukung umum, yakni individu atau organisasi yang menganggap
pembelaan tersebut merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi
dan keadilan. Sangaji menambahkan, bahwa alasan dilakukannya perlawanan
oleh pelaku perlawanan dibagi atas dua. Pertama, alasan yang berdimensi
sosio- kultural, berkaitan dengan tanah leluhur, biasanya alasan ini
diungkapkan oleh penduduk asli. Kedua, alasan- alasan yang bersifat sosial-
ekonomi, biasanya diungkapkan oleh penduduk pendatang yang telah lama
bermukim di tempat tersebut. Menurut A.S. Hikam, terjadinya perlawanan
terhadap kekuasaan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, fenomena
perlawanan dari sudut pandang otoritas moral sebagai basis hubungan-
hubungan sosial dan stabilitas sosial.
Pandangan ini berargumen, bahwa terjadinya gerakan perlawanan
terhadap ketidakadilan merupakan suatu bentuk keberangan moral. Dan hal ini,
menurut Moore, dipengaruhi oleh tiga elemen penting dalam sistem sosial: 1)
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Koordinasi sosial atau kekuasaan, 2) pembagian kerja, dan 3) distribusi barang.
Koordinasi sosial dan kekuasaan akan selalu dievaluasi oleh masyarakat (dalam
pengertian) tentang kemampuannya memberikan perlindungan dan memelihara
kedamaian serta ketertiban, sebaliknya masyarakat bertanggung jawab untuk
tunduk dan mentaati kekuasaan yang berlaku. Apabila kewajiban timbal balik
ini, menurut Hikam, tidak dapat terpenuhi dengan baik akan menyebabkan
terjadinya keberangan moral dan kerusakan sosial.
Sementara itu, tentang pembagian kerja, Hikam menerangkan bahwa
kegagalan dalam menciptakan keadilan dalam pembagian kerja akan
mengakibatkan kesenjangan sosial, dan selanjutnya akan mengakibatkan
keberangan moral dalam bentuk protes secara terbuka maupun sembunyi.
Sedangkan distribusi barang, jika dilihat dari kacamata moral, akan memainkan
peranan penting untuk mengurangi kontradiksi kesenjangan moral, demikian
Hikam menjelaskan.
Kedua, perlawanan terjadi karena adanya keharusan struktural yang
menentukan tindakan dan perilaku- perilaku individu. Menurut Hikam,
pandangan ini berpendapat bahwa perlawanan terhadap kekuasaan terjadi
karena adanya dukungan kolektif, bukan muncul dari kehendak individu.
Konflik yang timbul dari fenomena kekuasaan yang mendominasi masyarakat,
ternyata telah menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang di dominasi.
Konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik akan menimbulkan
kerusakan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, konflik perlu diselesaikan
dengan baik, yang dikenal dengan resolusi konflik.
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Dalam tingkat tertentu, gerakan perlawanan bisa di anggap berhasil jika
tuntutan terhadap suatu persoalan sosial tertentu dipenuhi oleh otoritas politik,
dalam hal ini Negara.
B. Teori struktur mobilisasi sumber daya
Dari sejumlah penelitian berkaitan dengan aksi- aksi kolektif dan
gerakan sosial menunjukan bahwa tidak semua aksi- aksi kolektif dan gerakan
sosial dapat dijelaskan dengan mempergunakan teori struktur kesempatan
politik berkembangnya gerakan sosial juga sangat ditentukan oleh betapa
kuatnya dan besarnya sumber daya internal yang tersedia dan dimobilisasi
dengan tepat. Meskipun keluhan dan struktur kesempatan politik tersedia, jika
para aktor tidak mampu mengerakkan sumber daya internalnya untuk
mempergunakan dukungan faktor eksternal, maka perkembagan gerakan sosial
sulit terwujud. Struktur  mobilisasi sumber daya ini, kemudian menjadi salah
satu teori utama dalam khasanah gerakan sosial madern. Sejumlah akademis
gerakan sosial seperti, McAdam, McCarthy dan Zald mendefinisikan struktur
mobilisasi sebagai sebuah sarana kolektif baik dalam lembaga formal dan juga
informal. Melalui sarana tersebut, masyarakat memobilisasi sumber daya yang
tersedia dan membaur dalam aksi bersama.konsep ini berkonsentrasi kepada
jaringan informal, organisasigerakan sosial dan kelompok –kelompok
perlawanan di tingkat meso.
Didalam tulisanya mengenai teori struktur mobilisasi sumber daya,
McCarty menjelskan apa yang dimaksud dengan struktur mobilisasi. McCarty
mengungkapkan bahwa struktur mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok
26
gerakan sosial melebur dalam aksi kolektif termaksud di dalamnya taktik
gerakan dan bentuk organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi juga
memasukan serangkaian posisi- posisi sosial dalam kehidupan sehari- hari
dalam struktur mobilisasi mikro. Tujuanya adalah mencari lokasi-lokasi di
dalam masyarakat untuk dapat dimobiliosasi, dalam konteks ini, unit-unit
keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga suka rela, unit-unit tempat kerja
dan elemen –elemen negara itu sendiri menjadi lokasi- lokasi  sosial bagi
struktur mobilisasi mikro,(McCarty, 1966: 141).
Dengan mempergunakan definisi diatas, McCarty berpendapat, kita
dapat menelusuri karakteristik sejarah gerakan sosial. Berdasarkan devinisi
McCarty, kita juga mampu menentukan dua kategori yang membentuk struktur
mobilisasi, yaitu, struktur formal dan informal. Gould, sebagai contoh
berpendapat bahwa untuk memahami mobilisasi komune paris pada tahun
1871, kita harus mempertimbangkan peranan jaringan struktur mobilisasi
informal (gould,1991: 716-729). Snow dan Eklund-Oslond mendukung
gagasan tersebut. Mobilisasi terjadi karena organisasi informal seperti jaringan
kekerabatan dan persaudaraan menjadi rekruitmen gerakan (Snow dan eklan,
1980:787-801). Lebih jauh, seperti McCarty dan Wolfson menunjukan bahwa
struktur informal menjadi kontributor penting munculnya gerakan- gerakan
lokal ( McCarty dan Wolfson,1992)
Konsep struktur informal, kemudian, berkembang menjadi lebih luas
ketika dihubungkan dengan mobilitas gerakan. Woliver, sebagian contoh,
menekankan pentingnya faktor ingatan komunitas (wolifer,1993). sedangkan
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Gamson dan Schmedler ( 1984: 567-585) mengidentifikasi beberapa faktor
jaringan struktur jaringan informal seperti, perbedaan dalam sub-kultur dan
infrastruktur protes McAdam menambahkan, dengan mempergunakan
mekanisme mobilisasi mikro, dia ingin menyatakan bahwa hubungan faktor
formal dan informal diantara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan
memfasilitasi struktur komunikasi ketika mereka mengidentifikasi perbedaan
kebijakan pemerintah secara bersama-sama. Infrastruktur sosial ini dipercaya
secara luas memainkan peranan penting terciptanya gerakan sosial. Tetapi
seperti McCarty mencatat, pelaku perubahan dan para akademisi gerakan sosial
yang mempergunakan struktur informal sebagi pisau analisis, belumlah mampu
memetakan struktur informal secara mendalam.
Dengan kata lain, kelompok- kelompok organisasi formal juga
memainkan peranan penting membentuk struktur mobilisasi. Akademisi
mengkategorikan mereka sebagai organisasi gerakan sosial. akan tetapi, seperti
halnya struktur informal, struktur formal juga memiliki bentuk kelembagaan
yang beragam. Lofland memfokuskan kepada kelompok akar rumput yang
mandiri. Dia menekankan kelompok akar rumput adalah jenis bentuk struktur
lokal di masyarakat lapisan bawah. Berkaitan dengan jenis organisasi ini,
Rucht menambahkan model organisasi formal akar rumput mampu menjaadi
pelaku protes politik yang radikal dan memiliki komitmen tinggi terhadap
gerakan.
Dalam konteks studi gerakan ekologi pasca soharto di indonesia, teori
struktur mobilitas sumber daya ini digunakan untuk melihat lembaga-lenbaga
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formal organisasi gerakan ekologi yang terlibat, termasuk organisasi akar
rumput. Bagaimana mereka memobilisasi sumber daya yang mereka miliki:
bagaimana mereka merekrut keanggataanya: apakah mereka memanfaatkan
jaringan informal seperti kekerabatan, pertenanan atau sebaliknya melalui
kaderisasi yang rutin dan dilakukan secara sistematis. Studi ini juga ingin
mempelajari peran kepeminpinan dimasing-masing lembagan formal dan
informal yang terlibat dalam gerakan ekologi dan bagaimana solidaritas di
bentuk oleh sesama pelaku gerakan ekologi yang tersebar diseluruh indonesia
dan di pergunakan sebagai sumber daya untuk dimobilisasi.
C. Teori Contentious Politics
Dalam pemnelitian ini saya menarik literatur gerakan sosial, khususnya
teori “Contentious Politics” dikembangkan oleh Dough McDam, Sydney
Tarrow dan Charles Tilly (2001), menjelaskan bagaimana gerakan menentang
tambang berkembang. Teori “Contentious Politics” memiliki variabel yang
relevan menjelaskan gerakan anti tambang seperti tingkat keluhan tinggi,
warisan-warisan protes sebelumnya, dan peran perantara.
Secara keseluruhan, McAdam menyimpulkan bahwa teori struktur
kesempatan politik, struktur mobilisasi, framing, repertoire memiliki
keterbatasan dalam menguji contentious politics atau ketegangan politik.
McAdam mengidentifikasi empat kelemahan utama dari mekanisme di atas.
Pertama, teori dan konsep tersebut terlalu statis daripada dinamis. Kedua, teori
dan konsep tersebut lebih relevan menjelaskan gerakan sosial tunggal dengan
cakupan relatif kecil dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan ketegangan
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dengan cakupan yang besar dan luas. Ketiga, teori dan konsep tersebut muncul
dalam konteks politik yang relatif terbuka diamerika, dengan organisasi
gerakan sosial yang relatif besar dan banyak secara quantitas dibandingkan
dengan negara-negara selatan dimana secara kuantitas organisasi gerakan sosial
lebih kecil dan lebih tertutup secara politik. Keempat, teori dan konsep tersebut
lebih memfokuskan kepada asal-asal gerakan daripada fase-fase
perkembangannya.11
Hal serupa terjadi dengan sumber-sumber intelektual Tilly, McAdam,
dan Tarrow (2001) berpendapat bahwa sumber-sumber intelektual seringkali
tumpang tindih dan saling berkompetisi satu dengan yang lain dalam
menjelaskan ketegangan-ketegangan politik. Rintangannya seringkali tertuju
pada ketidakcocokan antara teori dengan bukti-bukti dilapangan dalam
menjelaskan ketegangan politik.
Oleh karena itu, untuk menjembatani kelemahan masing-masing teori
dan konsep diatas, pada tahun 1995 McAdam, Tarrow dan Tilly bertemu dan
mencoba berkolaborasi mengintegrasi mekanisme-mekanisme yang ada.
Mereka melaksanakan serangkaian seri-seri diskusi dan seminar menyerap
pendapat dan kritik dari akademis gerakan sosial mengenai konsep yang telah
ada maupun konsep Contentious Politics yang mereka ajukan sampai dengan
karya mereka dipublikasi pada tahun 2001. Sebagai buahnya atas kerja keras
mereka, mereka mempublikasi Dynamics of Contention pada tahun 2001. Di
dalam buku itu, mereka menawarkan pendekatan yang sangat dinamis dalam
11 Doug McAdam Political proces Ana The Development of Black Insucgenc, 1930-1970, Rev. Een
(Chicago: University of Chicago Press, 1982)
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menganalisa serangkaian besar peristiwa-peristiwa gerakan, baik gerakan sosial
baru, revolusi, nasionalisme, maupun demokratisasi dimanapun terjadi.
Didalam konsep mereka, komponen-komponen mekanisme dan proses seperti
struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan sebagainya diposisikan
sebagai subjek bukan objek, dengan kata lain, sebagai kata kerja bukan kata
benda.12
Dengan Contentious Politics Tilly, McAdam, dan Tarrow maksudkan
adalah peristiwa yang terjadi secara episodik atau tiba-tiba daripada reguler.
Mereka tidak memasukkan, sebagai contoh, pemilihan parlemen, presiden,
pembayaran pajak dan penegakan hukum. Lebih jauh, peristiwa mesti terjadi di
ruang publik ketimbang didalam organisasi baik didalam pemerintahan dan
perusahaan. Mereka juga mensyaratkan peristiwa melibatkan interaksi kolektif
diantara pembuat klaim dan objek klaim ketika paling tidak satu pemerintah
menjadi  pengklaim atau objek klaim atau sebuah kelompok mengklaim dan
bila terjadi akan mempengaruhi paling tidak salah satu objek yang diklaim.
Berdasarkan apa yang mereka maksud dengan Contentious Politics,
sangat jelas bahwa Tilly, McAdam dan Tarrow menekankan kasus-kasus
ketegangan politik lintas sistem dan cara yang telah ada. Ini berarti dalam
peristiwa tersebut sejumlah aktor-aktor politik baru terlibat dan
mempergunakan pendekatan baru sebagai alat politik. Oleh karena itu, ini
berimplikasi bahwa ketegangan yang melibatkan aktor dan alat yang telah
mapan tidak menjadi subjek penelitian mereka. Ad adua alasan berkaitan
12 Ibid, Hal 1-10
31
dengan itu. Pertama, banyak contoh ketegangan Transgressive tumbuh diluar
dari kebiasaan yang ada dan kedua, perubahan dalam jangka waktu singkat
sebuah ketegangan politik dan perubahan sosial seringkali muncul dari
Transgressive yang memiliki kecenderungan lebih sering memproduksi rezim-
rezim yang ada. Mereka juga menyimpulkan bahwa dari kasus-kasus
Transgressive yang mereka kumpulkan dan teliti, terdapat cetak biru bahwa
peristiwa-peristiwa tersebut muncul didalam arena politik karena dipengaruhi
oleh mekanisme dan proses yang sama.
Mekanisme, proses dan peristiwa disini adalah konsep utama yang
dipergunakan oleh Tilly, McAdam, dan Tarrow ketika mereka menganalisa
peristiwa-peristiwa Transgressive. Mereka mengidentifikasi dan membedakan
tiga mekanisme yang mempengaruhi ketegangan politik. Pertama adalah
mekanisme lingkungan. Didalam mekanisme ini, faktor eksternal memainkan
peranan penting mempengaruhi kehidupan sosial. menurut McCarthy dan Zald
penipisan sumber daya adalah salah satu contoh mekanisme lingkungan yang
mempengaruhi orang terlibat didalam ketegangan politik. Kedua adalah
mekanisme kognitif. Mekanisme ini bekerja melalui perubahan ditubuh
individu-individu  dan perspektif kolektif seperti kata yang diakui atau
pemahaman akan realitas. Ketiga adalah mekanisme relasi. Mekanisme ini
beroperasi dengan cara menjembatani organisasi, individu dan masyarakat.
Mereka menunjukan perantara atau Brokerage sebagai contoh kongkrit
mekanisme ini. lazimnya setiap ketegangan politik selalu melibatkan
ketegangan diatas.
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Interaksi antara mekanisme didalam ketegangan politik terjadi, baik
dalam skala kecil dan besar. Oleh karena itu, McCarthy  dan Zald mengatakan
prose adalah rentetan mekanisme yang memproduksi transformasi elemen-
elemen mekanisme. Mereka mencoba mencari mekanisme sebab-akibat secara
benar dan meletakkan mereka didalam arus ketegangan termasuk klaim
kolektif yang dipikul oleh kepentingan kelompok lain. Setiap ketegangan tidak
hanya proses yang kompleks. Mereka selalu melibatkan dua atau tiga
mekanisme. Walaupun demikian kita tidak pernah mencoba membatasi
mekanisme-mekanisme didalam sebuah ketegangan politik. Paling tidak ada
tiga mekanisme dan proses yang secra operasional bisa dipergunakan dalam
menjelaskan ketegangan politik.
Mekanisme pertama adalah lingkaran kesempatan dan kendala
beroperasi melalui rentetan perubahan lingkungan, interpretasi perubahan,
melakukan aksi dan aksi balasan. Mekanisme kedua adalah peran perantara
yang mencoba menghubungkan dua atau lebih likasi-lokasi sosial yang belum
berhubungan. Sedangkan mekanisme ketiga adalah pembentukan kategori.
Pembentukan kategori menciptakan identitas, sebuah kategori sosial terdiri dari
sekumpulan perbedaan yang membedakan satu kelompok masyarakat dengan
kelompok masyarakat lain.
Untuk mengoperasionalkan gagasan barunya, McAdam, Tarrow dan
Tilly mengambil sejumlah contoh ketegangan politik dinegara-negara utara
maupun timur. Di negara utara, mereka memilih gerakan hak asasi manusia di
Amerika, revolusi perancis dan konflik pasca perang di Italia. Di negara timur,
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mereka memilih gerakan anti Marcos di Philipina (1983-1986), konflik umat
hindu dan islam di India, gerakan anti supremasi kulit putih di Afrika Selatan
dan gerakan perlawanan Mau-Mau di Kenya (1950-1960). Di samping itu,
mereka membandingkan ketegangan politik seperti revolusi Sandinista di
Nicaragua (1979) dengan Crisis Tiananmen di China (1989); gerakan
nasionalisme di Italia (1848-1900) dengan kehancuran Uni Soviet setelah 1985
dan gerakan demokratisasi di Swiss (1830-1848) dengan mexico semenjak
tahun 1968. Dari hasil penjajakan mereka, semua contoh gerakan di atas
memiliki memiliki kesamaan mekanisme muncul dan berkembangnya gerakan
revolusi, nasionalisme, dan demokratis.
D. KERANGKA PIKIR
Melihat uraian di atas maka penelitian ini akan menggambarkan
bagaimana gerakan perlawanan yang dilakukan oleh FRAT khususnya dan
masyarakat bima umumnya. Perlawanan yang merupakan gerakan suatu
organisasi atau kelompok orang yang bermaksud mengadakan perubahan
terhadap struktur sosial yang ada. Lahirnya kebijakan Pemerintah Kabupaten
Bima terkait Izin Usaha Pertambangan yang tidak sesuai dengan harapan
masyarakat, mengakibatkan munculnya aksi perlawanan dari masyarakat untuk
merubah arah kebijakan.
Dalam sebuah gerakan perlawanan, tidak serta-merta muncul begitu
saja secara tiba-tiba, melainkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi maupun
yang melatarbelakangi kemunculannya.
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Ketegangan hubungan antara masyarakat yang menuntut dicabutnya SK
Ijin Usaha Pertambangan dengan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan,
yang pada awalnya melakukan gerakan secara damai dengan proses negosiasi,
berubah menjadi sebuah gerakan perlawanan dengan kekerasan dikarenakan
pemerintah tidak menanggapi dengan baik keinginan dari masyarakat.
Sehingga dalam aksi berikutnya masyarakat melakukan pemboikotan dan teror
terhadap instansi pemerintah maupun fasilitas umum.
Penanganan aksi gerakan massa yang dilakukan secara represif oleh
pemerintah menunjukan bahwa kebijakan Ijin Usaha Pertambangan cenderung
dipaksakan pada lingkungan sosial masyarakat yang belum siap. sehingga
memperkuat legitimasi bagi gerakan penolakan yang dilakukan oleh
masyarakat lambu.
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E. SKEMA PIKIR
Bupati Bima Mengeluarkan SK
IUP Nomor 188.45/357/004/2010
Kepada PT. Sumber Mineral
Nusantara
Yang melatarbelakangi
munculnya gerakan perlawana
oleh FRAT
Faktor yang mempengaruhi
hingga gerakan perlawanan
FRAT berhasil
Pemerintah Daerah
Kabupaten BimaFRAT
Di cabutnya SK Bupati
Bima Nomor
188.45/357/004/2010
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bima dengan fokus penelitian di
Kecamatan Lambu. Adapun waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan
November 2015 hingga Januari 2016
B. Dasar dan Tipe Penelitian
a. Dasar Penelitian
Dasar pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif
teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap
gejala yang terjadi. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara
pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan,
observasi partisipan, dan wawancara mendalam.
b. Tipe Penelitian
Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian
diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat.
Penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status
suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat
penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta - fakta.
Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif
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juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui
hubungan atas satu variabel kepada variabel lain. Penulis mengunakan
penelitian deskriptif analisis, dimana penelitian ini berusaha untuk
menggambarkan secara faktual mengenai Analisis gerakan perlawanan
masyarakat terkait kebijakan tambang di Kabupaten Bima.
C. Informan Penelitian
Informan peneliti adalah objek dari penelitian ini yakni Organisasi
Masyarakat Front Rakyat Anti Tambang (FRAT), dan orang-orang yang
dianggap mampu memberi informasi mengenai “Analisis perlawanan FRAT
terkait kebijakan Bupati Bima tentang izin usaha pertambangan di Kecamatan
lambu, kecamatan Sape dan Kecamatan Langgudu” seperti:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
Pemerintah daerah sebagai informan dalam hal ini ialah Sekertaris
Camat Lambu yakni Bapak Jubair, S.Ag. pemilihan sekertaris camat lambu
ini dilandasi karena pusat perlawanan frat terjadi dikecamatan lambu dan
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bima yakni Bapak Drs. Mustahid H.
Kako, MM yang membidangi Pembangunan, termasuk didalamnya
pertambangan, pekerjaan umum, tata kota, BLH, BPBD dan Perhubungan.
2. Tokoh Masyarakat
Adapun informan dari kalangan tokoh masyarakat yakni Bapak
Muhammad Firdaus, SH, MH. Yang merupakan dosen di Sekolah Tinggi
Ilmu Hukum di Kota Bima, Advokator atau Pengacara.
38
3. Masyarakat Kecamatan Lambu
Masyarakat kecamatan lambu yang menjadi informan peneliti ialah
Muliadin dan Adi Cuswardana. Muliadin merupakan petani bawang merah
yang berdomisili di desa Rato kecamatan Lambu, Sedangkan Adi
Cuswardana merupakan juga seorang petani yang berasal dari desa Sumi.
4. Informan Ahli
Adapun Informan Ahli menjadi sumber data bagi peneliti ialah
tokoh-tokoh aktivis FRAT yakni Hasanuddin, Adi Supriadi,  dan Anas.
Hasanuddin merupakan Pimpinan FRAT sekaligus menjadi Korlap pada
aksi pendudukan di pelabuhan sape, merupakan warga asli kecamatan
lambu yang berasal dari desa melayu, sehari-hari bekerja sebagai
wiraswaasta disektor perikanan. Adi supriadi merupakan
Tabel Informan
No Nama Alamat Umur Pendidikan Pekerjaan
1 Adi Supriadi Rato 30 thn S1 Wiraswasta
2 Hasanuddin Melayu 41 thn SMA Wiraswasta
3 Anas Simpasai 23 thn SMA mahasiswa
4 Adi Cuswardana Sumi 30 thn S1 Petani
5
Jubair, S.Ag Simpasai 48 thn S1
PNS/Sekcam
Lambu
6 Muliadin Desa Rato 30 thn S1 Petani
7
Muhammad
Firdaus, SH, MH Desa Bugis 56 thn
Dosen/Pengac
ara
39
8
Drs. Mustahid H.
Kako, MM
Kelurahan
Sarae, Kota
Bima
51 thn
Ketua Komisi
III DPRD
Kab. Bima
D. Jenis dan Sumber Data
Pada penelitian ini menggunakan data yang menurut peneliti sesuai
dengan objek penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian
adapun sumber data yang digunakan yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui lapangan
ataudaerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan.
Peneliti turun langsung ke daerah penelitian untuk mengumpulkan data
dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan
di lapangan.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-
buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan Gerakan
Perlawanan Masyarakat Terkait Kebijakan tambang di Kabupaten Bima.
Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah
tertulis atau dokumen.
E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini
yaitu : Wawancar Mendalam dan Arsip / Dokumen.
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a. Wawancara Mendalam
Wawancara adalah percakapan yang dengan maksud tertentu, yang
dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai yang memberikan jawaban. Peneliti dalam melakukan
pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, pedoman
wawancara (interview guide) agar wawancara tetap berada pada fokus
penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-
pertanyaan berlanjut. Salah satu varian dari teknik wawancara adalah
wawancara mendalam (indeep interview) yang merupakan proses
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab
sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau
tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara. Pedoman wawancara
digunakan untuk mengingatkan interviewer mengenai aspek-aspek apa
yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list) apakah
aspek-aspek relevan tersebut telah dibahas atau ditanyakan. Dengan
pedoman tersebut interviwer harus memikirkan bagaimana pertanyaan
tersebut akan dijabarkan secara kongkrit dalam kalimat tanya, sekaligus
menyesuaikan pertanyaan dengan konteks aktual saat wawancara
berlangsung. Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam
penulis membaginya menjadi dua tahap, yakni :
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b. Tahap Persiapan Penelitian
Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun
berdasarkan demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan
yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.
Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukan kepada yang lebih ahli
dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan
mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi
dari pembimbing, peneliti membuat perbaikan terhadap pedoman
wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.
Peneliti selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan
karakteristik subjek penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti
bertanya kepada subjek tentang kesiapanya untuk diwawancarai. Setelah
subjek bersedia untuk diwawancarai, peneliti membuat kesepakatan dengan
subjek tersebut mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara.
c. Tahap Pelaksanaan Penelitian
Peneliti membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan
tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat.
Setelah wawancara dilakukan, peneliti memindahakan hasil rekaman
berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti
melakukan analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-
langkah yan dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini.
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d. Arsip/Dokumen
Arsip atau Dokumen mengenai berbagai informasi dan hal yang
berkaitan dengan fokus penelitian merupa kan sumber data yang penting
dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen tertulis
gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah yang dapat
memperkaya data yang dikumpulkan.
F. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis
kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode penelitian kualitatif adalah
suatu metode penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis maupun lisan dari informan dan perilaku yang diamati.
Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan
mengenai gerakan perlawanan masyarakat terkait kebijakan tambang di
kabupaten Bima. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat
dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.
Dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti berdasarkan
pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian
yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode
kuantitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk
yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data dalam penelitian
kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian
berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan
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dengan proses pengumpulan data, proses analisis yang dilakukan merupakan
suatu proses yang cukup panjang dan melibatkan beberapa komponen, yaitu:
1. Proses pengumpulan data mentah, dengan menggunakan alat-alat
yang diperlukan seperti rekaman MP3, field note, yang dilakukan
peneliti selama berada dilokasi penelitian, sampai diperoleh
kesimpulan sementara berdasarkan data–data yang ada.
2. Sajian data, diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan
analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi,
dikategorisasi, dan check and balance antara satu sumber data
dengan sumber data yang lain.
3. Pada saat mengolah data peneliti sudah mendapatkan kesimpulan
sementara yang masih berdasarkan data yang akan dipahami dan
dikomentari oleh peneliti yang pada akhirnya akan mendeskripsikan
atau menarik suatu kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang
diperoleh.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sepintas Mengenai Kabupaten Bima
Kabupaten Bima berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 M, ketika Sultan
Abdul Kahir (La Kai) dinobatkan sebagai Sultan Bima I yang menjalankan
Pemerintahan berdasarkan Syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan
sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Bukti-bukti sejarah
kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Wadu Pa’a, Wadu
Nocu, Wadu Tunti (batu bertulis) di dusun Padende Kecamatan Donggo
menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah
kebudayaan penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu Purba dan bangsa
Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami Daerah
Kabupaten Bima, mereka yang menyebut dirinya Dou Mbojo, Dou Donggo
yang mendiami kawasan pesisir pantai. Disamping penduduk asli, juga
terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa,
Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
Secara topografis wilayah Kabupaten Bima sebagian besar (70%)
merupakan dataran tinggi bertekstur pegunungan sementara sisanya (30%)
adalah dataran rendah. Sekitar 14% dari proporsi dataran rendah tersebut
merupakan areal persawahan dan lebih dari separuh merupakan lahan kering.
Oleh karena keterbatasan lahan pertanian seperti itu dan dikaitkan
pertumbuhan penduduk kedepan, akan menyebabkan daya dukung lahan
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semakin sempit. Konsekuensinya diperlukan transformasi dan reorientasi basis
ekonomi dari pertanian tradisional ke pertanian wirausaha dan sektor industri
kecil dan perdagangan. Dilihat dari ketinggian dari permukaàn laut,
Kecamatan Donggo merupakan daerah tertinggi dengan ketinggian 500 m dari
permukaan laut, sedangkan daerah yang terendah adalah Kecamatan Sape dan
Sanggar yang mencapai ketinggian hanya 5 m dari permukaan laut.
Di Kabupaten Bima terdapat lima buah gunung, yakni:
 Gunung Tambora di Kecamatan Tambora
 Gunung Sangiang di Kecamatan Wera
 Gunung Maria di Kecarnatan Wawo
 Gunung Lambitu di Kecamatan Lambitu
 Gunung Soromandi di Kecamatan Donggo, merupakan gunung
tertinggi di wilayah ini dengan ketinggian 4.775 m.
Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa dengan
batas-batas wilayah sebagai berikut:
Utara Laut Flores
Selatan Samudera Indonesia
Barat Kabupaten Dompu
Timur Selat Sape
Sumber: Bimakab.co.id
Kabupaten Bima memiliki potensi alam yang luar biasa, baik di darat
maupun di laut. Di darat terdapat kandungan tambang berupa marmer, pasir
besi, emas, mangan dan gamping. Penyebaran bahan galian tambang emas
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meliputi kecamatan lambu, kecamatan sape, kecamatan langgudu. Bahan galian
mangan dan pasir besi meliputi kecamatan langgudu, kecamatan madapangga,
kecamatan monta, kecamatan lambitu dan kecamatan wawo, kecamatan wera
dan kecamatan ambalawi. Kemudian bahan galian tembaga meliputi kecamatan
parado, kecamatan bolo, kecamatan woha
Di samping itu, terdapat lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan
ber irigasi maupun ladang yang cocok untuk perkebunan tanaman tahunan dan
keras. Di laut memiliki berbagai macam biota laut seeprti ikan yang sampai
saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sensus Penduduk 2011, penduduk
Kabupaten Bima sebanyak 443.663 jiwa yang terdiri dari 220.981 jiwa (49,81
persen) laki-laki dan 222.682 jiwa (50,19 persen) perempuan dengan kepadatan
penduduk sebanyak 101 jiwa/km².
Dengan penduduk sebanyak 443.663 jiwa, sesungguhnya potensi alam
yang merupakan god’s endownmentsangatlah mustahil masyarakat mengalami
kesulitan meningkatkan pendapatan dan terjerat dalam perangkap kemiskinan.
Kondisi ideal yang diharapkan dari persebaran penduduk antar wilayah adalah
adanya penyebaran penduduk yang merata. Hal ini lebih menjamin kelancaran
pelaksanaan pembangunan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat
untuk menjamin perekonomian suatu wilayah.
Secara garis besar potensi beberapa sektor adalah :
1. Sektor pertambangan: marmer, pasir besi, emas, mangan dan Bijih
Besi
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2. Sektor perikanan : budidaya air payau (tambak),mutiara, rumput
laut dan ikan tangkap
3. Sektor pertanian : kedelai, jagung, kacang tanah, bawang merah
4. Sektor peternakan: sapi, kuda, kerbau, kambing/domba
5. Sektor industri pengolahan : tepung, ikan,makanan, kerajinan
6. Sektor perdagangan : garam rakyat
7. Sektor perkebunan : kelapa, kopi, jambu mete, kemiri dan empon-
empon.
8. Sektor pariwisata: Kawasan Wisata Teluk Bima, Kawasan Wisata
kalaki, Kawasan Wisata Tambora, Kawasan Wisata Monta Selatan,
Pulau Ular Kawasan Wisata Sape
9. Jenis wisata: alam, taman rekreasi, budaya, religius, bahari dam
kesenian tradisional.
B. Kondisi Geografis Kecamatan Lambu
Kecamatan Lambu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan
yang ada di Kabupaten Bima. Wilayah Kecamatan Lambu dengan luas 404
km2 terbagi dalam 12 desa, dimana desa terluas  adalah Desa Mangge dan
terkecil adalah Desa Lambu. Yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan
Lambu adalah Desa Sumi. Desa Sumi yang berada pada jarak 48 km dari
IbuKota Kabupaten Bima dengan ketinggian 16 meter di atas permukaan laut.
Diantara 12 desa, Desa Hidirasa merupakan desa dengan jarak terjauh sekitar
28 km dari Ibu Kota Kecamatan.
48
Kecamatan Lambu terletak diujung timur Kabupaten Bima, berbatasan
dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berada dalam wilyah pulau Sumbawa
provinsi Nusa Tenggara Barat.Wilayah Kecamatan Lambu berbatasan dengan
wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kecamatan Langgudu, Kecamatan
Wawo dan Kecamatan Sape. Sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 1 Letak geografis kecamatan lambu
No Batas-batas Kecamatan
1 Sebelah utara Kecamata Sape
2 Sebelah selatan Kecamatan Langgudu
3 Sebelah Barat Kecamatan Wawo
4 Sebelah Timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur
Sumber: Kantor Camat lambu.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hidup dari kehidupan
manusia yang mendiami suatu daerah yaitu faktor geografis, oleh karena itu
untuk menganalisa suatu masalah yang ada hubungannya dengan pengaruh
suatu daerah maka obyek penelitian dan penganalisaan tentu membutuhkan
pengetahuan secara lengkap tentang lokasi daerah penelitian.
Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Lambu antara Lain
Untuk lahan sawah sebesar 83,80 km2, Kebun seluas 50,01 km2, Bangunan
dan pekarangan seluas 15,68 km2, hutan negara seluas 242,91 km2 dan
selebihnya untuk lokasi lainnya. Seperti yang terlihat dalam tabel:
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Tebel 2 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Dirinci Per Desa Tahun
2013
Sumber : kantor Camat Lambu
Keadaan geografis inilah sehingga Kecamatan Lambu merupakan salah
satu titik tambang yang menggiurkan pemodal Asing untuk membuka
pertambangan, Kecamatan Lambu merupakan salah satu Kecamatan yang
memiliki potensi sumber daya alam terbesar di Kabupaten Bima.
Setiap desa di wilayah Kecamatan Lambu memiliki luas wilayah yang
berbeda-beda, namun secara keseluruhan Kecamatan Lambu memiliki luas
wilayah seluas 404.32, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini:
No Desa TanahSawah
Bang. &
Pekarangan Kebun
Hutan
Negara Lainnya
Jumla
h
1 Mangge 36.33 8.82 0.01 - - 45.16
2 Nggelu 1.29 0.59 2.93 90.96 - 95.77
3 Lambu 20.96 2.99 25.08 - - 49.03
4 Soro 2.39 0.43 1.35 - 1.74 5.91
5 Sumi 1.77 0.17 7.73 66.33 - 76.00
6 Rato 2.29 0.47 0.28 19.04 - 22.08
7 Lanta 3.10 0.23 0.27 7.58 - 11.18
8 Simpasai 2.10 0.45 2.22 12.65 2.74 20.16
9 Kaleo 2.09 0.05 0.01 1.36 2.11 5.65
10 Hidirasa 2.49 0.40 6.65 33.66 0.80 44.00
11 Melayu 2.99 0.80 2.42 - - 6.21
12 Lanta Barat 6.00 0.28 1.06 11.33 4.46 23.13
Jumlah 83.80 15.68 50.01 242.91 11.85 404,25
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Table 3 Luas Wilayah Kecamatan Lambu dirinci per Desa Tahun 2013
No Nama Desa Luas Wilayah (km2) Persentare(1) (2) (3)
1 Mangge 45.16 11.17
2 Nggelu 95.77 23.67
3 Lambu 49.03 12.13
4 Soro 5.91 1.46
5 Sumi 76.00 18.80
6 Rato 22.08 5.46
7 Lanta 11.18 2.77
8 Simpasai 20.16 4.99
9 Kaleo 5.62 1.39
10 Hidirasa 44.00 10.88
11 Melayu 6.27 1.55
12 Lanta Barat 23.14 5.72
Jumlah 404.32 100
Sumber: Kantor Kecamatan Lambu
Tabel diatas menunjukkan bahwa luas kecamatan Lambu secara
keseluruhan adalah seluas 404.32 km2. Desa yang terluas di Kecamatan
Lambu adalah Desa Nggelu dengan luas wilayah 95.77 km2, dengan
presentase 23.67 %, sedangkan desa yang tersempit adalah Desa Kaleo dengan
luas wilayah 5.62 km2.
C. Pemerintahan
Struktur pemerintah desa di kecamatan Lambu terlihat bahwa masing-
masing Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang
sekretaris Desa dan rata-rata untuk tiap Desa terdapat 5 orang Pamong Desa
yang lain.Berikut tabel  jumlah kepala desa berdasarkan pendidikan:
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Table 4 Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan lama
Menjabat Dirinci Per Desa Tahun 2013
NO DESA
PENDIDIKAN TERAKHIR
SMA PT
1 Mangge 1 -
2 Nggelu - 1
3 Lambu 1 -
4 Soro - 1
5 Sumi - 1
6 Rato 1 -
7 Lanta 1 -
8 Simpasai 1 -
9 Kaleo 1 -
10 Hidirasa 1 -
11 Melayu 1 -
12 Lanta Barat 1 -
Jumlah 9 3
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan Kepala
Desa diKecamatan Lambu yang menjabat hingga tahun 2013 pada umumnya
adalah SMA dan Perguruan Tinggi. Terdapat 9 (Sembilan) orang
berpendidikan terakhir ekolah menengah atas (SMA), dan 3 (Tiga) orang telah
menempuh Perguruan Tinggi (S1).
D. Penduduk
Berdasarkan hasil Regitrasi Penduduk di Kecamatan Lambu pada
Tahun 2013 terdapat penduduk sebanyak 38.651 jiwa. Dikaitkan dengan luas
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wilayahnya, Kecamatan Lambu mempunyai kepadatan penduduk sebanyak
95.61 jiwa per km2. Desa Kaleo mempunyai Kepadatan tertinggi sebesar
847,69 jiwa per km2.
Sementara jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2013 mencapai
672 jiwa, sedangkan jumlah kematian mencapai 196 jiwa, dimana 13 jiwa
diantaranya adalah bayi.  Dengan demikian angka kematian bayi pada tahun
2013 dikecamatan lambu mencapai 1,93%. Sementara Jumlah rumah tangga
pada tahun 2013 sebanyak 9.827 rumah tangga. Sehingga dari 38.651 jiwa
penduduk yang ada, rata-rata setiap rumah tangga terdapat 3,93 orang anggota
rumah taangga.
Sumber air yang paling banyak digunakan untuk memasak adalah
berasal dari sumur perigi dan sumur pompa. Sedangkan bahan bakar untuk
memasak sebagian besar menggunakan kayu bakar dan minyak tanah. Namun,
dalam beberapa tehun terakhir pasokkan minyak tanah di Kecama Lambu
terkadang mengalami kelangkaan, sehingga membuat masyarakat
menggunakan kayu bakar untuk memassak sambil menunggu pasokkan
minyak tanah, itupun kalau pasokan minyak tanah sudah ada, masyarakat
harus bersusah payah dan antri untuk memperolehnya. Di Kecamatan Lambu
hampir belum ada masyarakat yang memasak menggunakan gas LPJ.
Berikut ini penulis akan menyajikan data mengenai kependudukan di
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima melaluai table-tabel sebagai berikut:
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Tabel 5 Rumah tangga, Jumlah Penduduk, dan Rata-rata Anggota Rumah
tangga Dirinci Per Desa Tahun 2013
No Desa/Kelurahan
Rumah
Tangga Penduduk
Rata-rata
ART
(1) (2) (3) (4)
1 Mangge 463 1.665 3.60
2 Nggelu 343 1.786 4.03
3 Lambu 446 1.686 3.78
4 Soro 1.094 4.734 4.33
5 Sumi 1.001 4.150 4.15
6 Rato 983 5.237 5.33
7 Lanta 768 3.248 4.23
8 Simpasai 1.403 3.488 2.49
9 Kaleo 798 2.542 3.19
10 Hidirasa 264 984 3.73
11 Melayu 589 2.598 4.41
12 Lanta Barat 511 2.323 4.55
Jumlah 8.763 34.44 15.782
Sumber : Kantor Camat Lambu
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan
Lambudirinci pertahun 2013 yaitu sebanyak 34.441 jiwa, jumlah rumah tangga
sebanyak 8.763 rumah tangga, dan jumlah rata-rata anggota rumah tangga
sebanyak 5.782 orang. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Desa Soro yakni
sebanyak 4.734 jiwa, sedangkan yang paling sedikit jumlah penduduknya
adalah Desa Hidi Rasa yakni 984 jiwa. Jumlah rumah tangga terbanyak
terdapat di Desa simpasai yakni sebanyak 1403 rumah tangga, sedangkan yang
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paling sedikit jumlah rumah tangganya terdapat di Desa Hidi Rasa yakni
hanya 264 rumah tangga.
Tabel 6 Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Desa dan Jenis Bangunan
Tahun 2013
No
Desa
Jenis Bangunan
Batu Kayu Bambu Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mangge 7 420 9 436
2 Nggelu 98 156 116 370
3 Lambu 29 87 126 242
4 Soro 114 644 43 801
5 Sumi 510 306 97 913
6 Rato 126 514 183 823
7 Lanta 38 670 2 710
8 Simpasai 69 812 83 964
9 Kaleo 200 915 27 1142
10 Hidirasa 239 6 0 245
11 Melayu 118 432 22 572
12 Lanta Barat 55 394 0 449
Jumlah 1.603 5.356 708 7.667
Sumber : Kantor Camat Lambu
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah bangunan tempat tinggal
masyarakat Kecamatan Lambu sebanyak 7.667 rumah, yang terdiri dari 1.603
rumah yang jenis bangunannya dari batu, 5.356 rumah yang jenis
bangunannya dari kayu dan 708 rumah yang jenis bangunannya dari bambu.
Terlihat juga dari tabel bahwa yang memiliki jumlah bangunan terbanyak yang
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jenis bangunannya dari batu terdapat di Desa Sumi yakni sebanyak 510 rumah.
Dan yang paling sedikit adalah di Desa Mangge yakni hanya 7 rumah, karena
kebanyakkan masyarakatnnya memiliki rumah kayu, yakni sebanyak 420
rumah.
Tabel 7 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013
No
Desa/Kelurahan Islam KristenKatolik
Kristen
Protestan Lainnya
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Mangge 1.665 0 0 0
2 Nggelu 1.786 0 0 0
3 Lambu 1.686 0 0 0
4 Soro 4.734 0 0 0
5 Sumi 4.150 0 0 0
6 Rato 5.237 0 0 0
7 Lanta 3.248 0 0 0
8 Simpasai 3.488 0 0 0
9 Kaleo 2.542 0 0 0
10 Hidirasa 984 0 0 0
11 Melayu 2.598 0 0 0
12 Lanta Barat 2.323 0 0 0
Jumlah 0 0 0
Sumber: Kantor Camat Lambu
Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lambu
yang tercatat hingga tahun 2013 seluruhnya beragama islam.
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Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan
Masyarakat Kecamatan Lambu pada umumnya bermata
pencaharian sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja pada sektor non
pertanian seperti dibidang konstruksi, perdagangan, transportasi, industri,  dan
sebahagian diantaranya juga bekerja di sektor Pemerintahan seperti PNS, TNI/
Polri, Bank/Pegadaian.
Agar mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya
maka perhatikanlah tabel berikut ini:
Tabel 7 jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dirinci
per desa tahun 2013
No Desa Pertanian
Pemilik Penggarap Buruh Tani
(1) (2) (3) (4)
1 Mangge 588 176 215
2 Nggelu 595 200 422
3 Lambu 2008 1730 80
4 Soro 2016 914 301
5 Sumi 99 109 75
6 Rato 1980 702 388
7 Lanta 277 101 183
8 Simpasai 376 96 216
9 Kaleo 275 86 69
10 Hidirasa 175 56 25
11 Melayu 118 232 72
12 Lanta Barat 255 394 85
Jumlah 10.742 4.972 2.131
Sumber: Kantor Camat Lambu
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Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petani pemilik secara
keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 10.742 orang, sedangkan petani penggarap
berjumlah 4. 972 orang dan selanjutnya buruh tani sebanyak 2.131 orang, jadi
total keseluruhan penduduk yang bekerja disektor pertanian adalah sebanyak
17.845 orang.
Selanjutnya yaitu jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian
seperti dibidang konstruksi, perdagangan, transportasi maupun, industri. Untuk
lebih jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut ini:
Tabel 8 jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian dirinci per Desa
tahun 2013
No Desa Konstruksi Perdagangan Transportasi Industri
1 Mangge 59 59 131 63
2 Nggelu 70 71 364 90
3 Lambu 161 160 375 128
4 Soro 120 122 109 174
5 Sumi 105 103 124 123
6 Rato 121 121 16 230
7 Lanta 211 211 10 70
8 Simpasai 12 12 175 27
9 Kaleo 25 25 36 35
10 Hidirasa 44 13 15 7
11 Melayu 31 90 27 21
12 Lanta Barat 16 63 35 12
Jumlah
3207
9801 50 1419 980
Sumber: Kantor Camat Lambu
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Lambu secara
keseluruhan yang bekerja dibidang konstruksi adalah 3207 orang, di sektor
perdagangan sebanyak 1050 orang, di bidang transportasi sebanyak 1419
orang, dan di sektor industri sebanyak 980 orang.
Selain itu ada beberapa yang bekerja di sektor pemerintahan baik
sebagai PNS, TNI/ Polri, Guru dan lain-lain. Secara keseluruhan masyarakat
Kecamatan Lambu yang bekerja sebagai PNS adalah sebanyak 486 orang,
yang bekerja sebagai TNI/ Polri sebanyak 225 orang, sebagai Guru sebanyak
782 orang dan yang bekerja di Bank atau Pegadaian adalah sebanyak 174
orang. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah tabel berikut ini:
Tabel 9 jumlah penduduk yang bekerja disektor pemerintahan dirinci per Desa
tahun 2013
No Desa PNS TNI/Polri Guru Bank/Pegadaian
1 Mangge 49 10 24 1
2 Nggelu 75 1 62 4
3 Lambu 25 7 44 9
4 Soro 36 10 75 83
5 Sumi 52 13 49 1
6 Rato 78 25 84 21
7 Lanta 38 52 36 15
8 Simpasai 30 22 19 15
9 Kaleo 31 31 18 13
10 Hidirasa 2 1 13 1
11 Melayu 23 25 26 -
12 Lanta Barat 47 28 32 12
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Jumlah 486 225 782 174
Sumber: Kantor Camat Lambu
E. Kondisi Sosial Budaya
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke tentunya memiliki ragam budaya (Heterogenitas) dan bahasa
yang berbeda, dengan corak kebiasaan berbeda-beda membuat Indonesia
menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki banyak kebudayaan,
kondisi ini didukung dengan konteks geografis Indonesia dengan kepulauan
sehingga antar satu pulau dan pulau yang lainnya dipisahkan oleh lautan dan
Samudra. Selain kunjungan budaya Wisata pegunungan dan wisata bahari
menjadi tujuan utama para Wisatawan Lokal maupun Asing, dengan panorama
pegunungan dan lautan ini mampu menjadi magnet bagi turis asing untuk terus
mengeksplorasi keindahan Indonesia. Kondisi tersebut dapat menguntungkan
Indonesia dari sisi Ekonomi maupun Sosial.
Beragam warna kebudayaan dan panorama alam terdapat satu daerah
yang sangat kental dengan corak budaya yang oriental yakni daerah
Kecamatan Lambu yang berada di kabupaten bima Nusa Tenggara Barat
(NTB). Pola interaksi masyarakat kecamatan Lambu ini dengan latar belakang
berbeda ini menjadikan kecamatan Lambu menjadi sasaran para transmigran
baik yang berasal dari pulau sumbawa sendiri maupun dari luar pulau
Sumbawa seperti Sulawesi,flores, Jawa, Bali dan Lainnya. Kecamatan Lambu
yang sering di identikkan dengan “Kasar/Keras” keidentikan tersebut muncul
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dari dialeg (logat) dari masyarakat Sape yang merupakan daerah mewadahi
wilayah Kecamatan Lambu sebelum pemekaran, Lambu merupakan daerah
yang memiliki logat bahasa yang sangat jauh beda dengan masyarakat
kecamatan sape. memang dari segi intonasi bahasa memang dialeg Sape
kedengaran lebih keras dibanding dengan dialeg bahasa suku lain, namun itu
bukanlah sebuah keburukan melainkan kelebihan kondisi sosial masyarakat
yang berada di kecamatan ini.
Masyarakat Kecamatan Lambu dari konteks sosio-history merupakan
salah satu daerah niaga dan agraris, dengan tradisi masyarakat yang lebih
dominan bertani dan niaga didukung dengan kondisi geografis disekitarnya.
F. Kondisi Sosial Politik
Masyarakat Bima merupakan potret masyarakat lokal yang memiliki
suatu tata aturan atau tata norma sosial yang eksis dalam memandu kehidupan
masyarakatnya. Tata aturan yang mengikat kehidupan sosial masyarakat Bima
biasa disebut dengan Maja Labo Dahu yang secara etimologis diartikan
sebagai Malu dan takut. Secara terminologis, konsep maja labo dahu diartikan
sebagai rasa malu dan takut kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada
Tuhan sebagai sang pencipta ketika melakukan suatu kesalahan atau
penyelewengan dalam bertindak. Dengan pengertian tersebut, maja labo dahu
menjadi alat control bagi setiap individu dalam bertindak, baik secara
horisontal pada sesame manusia maupun. Maupun secara vertical pada Tuhan.
Konsep kebudayaan maja labo dahu sangat mendominasi dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepercayaan, ilmu pengetahuan,
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kesenian dan lain sebagainya. Transformasi makna-makna subtantif dari maja
labo dahu dalam kehidupan masyarakat bima sangat besar terutama diartikan
dengan berbagai pengembangan masyarakat.
Dalam hal ini M. Hilir Ismail13 membagi konsep maja labo dahu
menjadi dua yakni bermakna negative dan bermakna positif. Pertama, maja
labo dahu diartikan secara negatif terungkap “Ma maja ro dahu si sodi guru,
wati ndi ma loa santoi mori” (Kalau malu dan takut bertanya pada guru, tidak
akan bisa pandai sepanjang hayat), kemudian “Ma maja ro dahu si rewo labo
dou ma mboto wati ntau mu iwa” (kalau malu dan takut bergaul dengan
banyak orang, tidak akan punya teman). Dapat ditafsir secara sederhana
sebagai upaya seseorang yang merasa segan, rendah diri, sekaligus dapat
diartikan sebagai tidak adanya harga diri. Kedua, maja labo dahu diartikan
secara positif dapat dilihat dari ungkapan berikut “Maja kai pu di ma taho,
dahu kai pu di ma iha” (Malulah pada hal yang baik, takutlah pada hal yang
jelek), kemudian “Indikapo di fu’u ra tandi’i nab a mori ro woko, ede ru maja
labo dahu” (adapun yang menjadi tiang utama dari hidup dan kehidupan itu,
ialah malu dan takut).
Ungkapan pertama mengandung makna agar manusia memiliki rasa
malu jika menjauhi kebaikan dan kebenaran, dan seyogyanya berjuang untuk
mewujudkan bebaikan dan kebenaran itu. Pada sisi lain manusia harus merasa
takut bila mendekati kejahatan, oleh karena itu tidak boleh melakukannya.
Ungkapan kedua merupakan nasihat bahwa tiang utama dari kehidupan yang
13 M. Hilir Ismail. 1997. Sosialisasi Maja Labo Dahu. Naskah tidak dipublikasikan. Bima.
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baik adalah dengan berpegang teguh pada sifat malu dan takut. Dalam bahasa
yang lazim dalam dunia akademik dan politik belakangan, bahwa maja labo
dahu menjadi piranti terpenting bagi penciptaan suatu tata aturan masyarakat
local yang berkeadaban, suatu masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai
kebudayaan dan agama secara baik.
Prinsip moral dan etika yang terkandung dalam Maja labo dahu menjadi
dasar bagi interaksi sosial dalam masyarakat, karena memberikan suatu
keteladanan yang tinggi kepada diri manusia. Dalam soal politik pemerintahan
atau berkaitan dengan pemilihan pemimpin, konsep maja labo dahu
mengandung nilai-nilai kultural yang tinggi.
Gagasan maja labo dahu merupakan gagasan yang diterjemahkan dalam
konteks kultural Bima yang bersumber dan berurat-akar pada nilai-nilai agama
islam. Karena itu, maja labo dahu berkorelasi langsung dengan makna
keimanan, ketaqwaan dan keikhlasan dalam menjalankan perintah Tuhan,
berbuat baik pada sesama manusia serta perasaan malu dan takut pada diri
sendiri apabila menyimpang dari nilai agama dan adat.
Pada masa dimana pemisahan antara kaum bangsawan dan rakyat biasa
dimasa lalu, masyarakat sangat meneladani para pemimpin mereka, apabila
pemimpim memberikan keteladanan yang baik, maka implikasinya juga akan
baik kepada warga masyarakat. Para pemimpin di kesultanan bima dalam
melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang
telah ditafsirkan secara kultur agar dapat dilaksanakan oleh masyarakat.
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Hingga saat ini masyarakat masih berpegang teguh pada nilai-nilai
kultur yang telah diwariskan secara turun-temurun, baik dalam bidang sosial,
budaya maupun politik. Hal ini ditunjukan pada setiap pemilihan kepala daerah
bima. Dalam tiga periode selalu terpilih calon dari lingkungan istana. Ferry
Zulkarnain. ST yang merupakan seorang “Jena Teke” putra mahkota
Kesultanan Bima menjadi Bupati Bima setelah berhasil memenangkan
pemilihan kepala daerah tahun 2005, di pemilihan kepala daerah tahun 2010
Ferry Zulkarnain. ST kembali memenangkan pertarungan memperebutkan
kursi orang nomor satu di Kabupaten Bima sebagai calon incumbent.
Selama menjadi Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Bima pengaruh
Ferry Zulkarnain. ST pun ikut mendorong hegemoni partai golkar dalam peta
politik kabupaten bima hingga saat ini Partai Golkar Menguasai legislatif
hingga 17.81% dalam pemilu legislatif 2004, dan mampu menguasai kursi
dalam pemilu legislatif 2009 hingga 26.46% atau delapan kursi di DPRD
Kabupaten Bima tahun 2009.
Pada pemilukada Kabupaten Bima 2015 pengaruh orang dalam
lingkungan Istana dimana calon bupati nomor urut 1 yang merupakan istri dari
Ferry Zulkarnain. ST berhasil keluar sebagai pemenang sebagai bupati bima
periode 2015-2020.
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G. Gambaran Umum FRAT dan PT. Sumber Mineral Nusantara
1. FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
Rakyat di Kecamatan lambu, kecamatan Sape dan kecamatan
langgudu Kabupaten Bima membentuk Front Rakyat Anti Tambang
(FRAT) dalam perjuangan pertahankan lingkungan hidup.
FRAT merupakan front sektoral yang memayungi atau menaungi
seluruh lembaga-lembaga yang ikut terlibat dalam aksi penolakan SK
Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 yang terpusat di kecamatan
lambu. Alasan dibalik terbentuknya FRAT berdasarkan pertimbangan
bahwa massa, simpatisan, dan LSM-LSM lain memiliki latar belakang
OKP yang berbeda-beda, sehingga dirasa perlu adanya wadah untuk
menyatukan perbedaan tersebut. Adapun organisasi-organisasi yang
tergbung dalam FRAT seperti HmI, PMII, LMND, KMLB, IMM dan
lainnya.
Adapun ketua dari FRAT ialah Hasanuddin yang berasal dari Desa
Melayu, Kecamatan Lambu. Wakil ketua FRAT ialah Adi Cuswardana
yang berasal dari Desa Rato Kecamatan Lambu, dengan sekertaris
sekaligus bendahara ialah Abdul Rahman yang berasal dari Desa Rato
Kecamatan Lambu.
Rakyat di bagian paling timur pulau Sumbawa ini sama sekali tak
menghendaki perusahaan tambang di ruang hidup mereka. Karena mereka
peka akan persoalan yang ditimbulkan pertambangan di lingkungan
mereka. Selain tanah pertanian yang mereka kelola terancam, yang lainnya
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adalah persoalan lingkungan, berupa hilangnya hutan, sumber mata air
mereka. Belum lagi potensi pencemaran di daerah pantai akibat erosi yang
ditimbulkan perusahaan tambang.
2. PT. Sumber Mineral Nusantara
PT. Sumber Mineral Nusantara merupakan perusahan tambang yang
mengantongi izin usaha pertambangan sejak tahun 2008 yang termuat
dalam Keputusan Bupati Bima Nomor 621 Tahun 2008 tentang pemberian
kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian emas, tembaga dan
mineral pengikut (DMP) pada PT Sumber Mineral Nusantara, kemudian di
tahun 2010 dilakukan penyesuaian mengikuti peraturan pemerintah No. 23
Tahun 2010. Penyesuaian izin melalui Keputusan Bupati Bima Nomor
188.45/367/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha
pertambangan eksplarasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara.
Nama Perusahaan : PT. Sumber Mineral Nusantara.
Nama Direktur : Ir. H. Gunardi Salam Faiman
Alamat : Rukan Tanjung Mas Raya Blok B1/40 Lt.2,
Tanjung Barat, Jakarta Selatan
Telp. 021-78834849, Fax 021-78834861
Pemilik Saham :
Komoditas : Emas dan Mineral Pengikut
Lokasi Penambangan:
Kecamatan : Sape, Lambu dan Langgudu
Kabupaten : Bima
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
Luas : 24. 980 Ha
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a. Letak lokasi: Berdasarkan administrasi pemerintahan termasuk wilayah
kecamatan lambu, kecamatan sape, dan kecamatan langgudu kabupaten
bima. Sedangkan menurut administrasi pengelolaan hutan termasuk
wilayah unit pelayaan teknis dinas kehutanan (UPTD) Kecamatan
Lambu, UPTD Kecamatan Sape dan UPTD kecamatan Langgudu,
Dinas Kehutanan Kabupaten Bima.
b. Luas, status, dan fungsi kawasan hutan: luas berdasarkan IUP + 24.980
Ha, dengan perincian:
 Kawasan Hutan seluas : + 7.109.60 Ha, terdiri dari:
 Hutan Lindung (HL) seluas + 1.665.34 Ha
 Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas + 3.191.57 Ha
 Hutan Produksi Tetap (HP) seluas + 2.252.68 Ha
 Areal Penggunaan Lain (APL) seluas + 17.870,40 Ha
c. Topografi dan Ketinggian: datar, landai, agak curam sampai curam
berada pada daerah pegunungan, keterangan lapangan antara 5-45 %,
ketinggian antara 0-570 meter dpl, dengan fisiografi bergelombang dan
berbukit.
d. Jenis Tanah: terdiri dari kompleks litosol, mediteran coklat kemerahan,
dan mediteran coklat dengan bentuk wilayah vulkan. Komplek
mediteran dan litosol bentuk wilayah dataran, tekstur tanah halus,
berpasir dan tanah liat, drainase baik.
e. Geologi: sebagian besar terdiri dari batuan hasil gunung api tua, batuan
endapan, batuan hasil gunung api muda dan sebagian kecil terumbu
koral yang terangkat, endapan pasir, serta batuan terobosan.
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f. Hidrologi: merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan
sungai utamanya yaitu Sori Na’e dan beberapa anak sungai lainnya
seperti: Sori Jangka, Sori Cabang, Sori Saja, Sori Mangge, Sori
Nggelu, Sori Mbaku dll. Kondisi sungainya sebagian mengalir
sepanjang tahun dan sebagiannya merupakan sungai musiman.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 april
tentang penyesuaian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara bukanlah pemberian Izin baru melainkan penyesuaian
terhadap izin yang lama yaitu kuasa pertambangan Nomor 621 tahun 2008, tanggal
22 mei 2008 sebagaimana yang diamanatkan peraturan pemerintah No. 23 tahun
2010. Penyesuaian IUP yang termuat dalam SK Bupati Bima Nomor
188.45/357/004/2010 menimbulkan reaksi penolakan dari kelompok masyarakat di
kecamatan lambu. Perlawanan kelompok masyarakat ini menimbullkan ketegangan
hubungan antara masyarakat dengan pemerintah.
Pada bab ini akan memuat mengenai pembahasan hasil penelitian, dimana
akan dijelaskan secara terperinci mengenai bentuk-bentuk perlawanan masayarakat
dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga gerakan perlawanan masyarakat
dikecamatan lambu terhadap kebijakan Ijin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten Bima.
A. Faktor yang melatarbelakangi perlawanan FRAT.
Gerakan-gerakan tidaklah diciptakan, apalagi diluncurkan atau
dipimpin  oleh para pemimpin. Setiap kali ada kesempatan atau setiap kali
muncul ketidakpuasan manusia yang melewati batas-batas kesabaran manusia,
gerakan sosial timbul (muncul) dengan sendirinya dan terwujud dalam aksi-
aksi dari kesadaran kolektivitas yang bersifat konfliktual.
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Gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat kecamatan lambu
terhadap Kebijakan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati
Bima merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
1. Kurang dilibatkannya masyarakat dalam perumusan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Bima
Penyesuaian izin usaha pertambangan dalam SK Nomor
188.45/357/004/2010 yang keluar berdasarkan kebijakan bupati bima.
Dalam pengimplementasiannya mendapat penolakan dari masyarakat dan
menurut kelompok masyarakat menganggap bahwa ijin usaha
pertambangan itu akan berdampak buruk pada ekosistem.
Sikap pemerintah kabupaten bima yang cendrung tidak terbuka
dalam menetapkan kebijakan mengakibatkan lahirnya rasa
ketidakpercayaan masyarakat. Pembuatan kebijakan yang seharusnya
melibatkan organ-organ (aktor-aktor) yang cukup representatif bagi
kepentingan publik. Namun pada penerapanya tidak dilibatkan secara
intens oleh pemerintah kabupaten bima.
“Sebenarnya pada prinsipnya saya melihat bahwa persoalan
yang paling fundamental itu karena memang kurangnya
dilibatkannya masyarakat oleh pemerintah daerah. Dari hasil
diskusi tentang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah,
bentuk sosialisasinya seperti apa. Ternyata dari hasil kesimpulan
kita bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu relatif
tidak intens dan tidak mengenai semua strata maupun elemen
masyarakat, hanya orang-orang tertentu, seperti kepala desa,
kepala dusun, ketua RT dan beberapa tokoh masyarakat yang di
undang untuk melakukan sosialisasi, sementara di tengah-
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tengah masyarakat ini ada beberapa kelompok masyarakat
seperti mahasiswa, sarjana, yang notabene ingin diakui dan
dilibatkan namun dikesampingkan oleh pemerintah dalam
sosialisasi”.14
Seperti yang di definisikan oleh Scott bahwa perlawanan sebagai
segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat
yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (minsalnya harga
sewa atau pajak) yang dibuat oleh pihak atau kelompok superdinat
terhadap mereka.
Kenyataan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam pembuatan
kebijakan, dimana masyarakat mengetahui keberadaan SK
188.45/357/004/2010 yang mengatur tentang penyesuaian Izin usaha
pertambangan melalui informasi dari mahasiswa yang belajar di Kota
Makassar dan Kota Mataram. Kemudian masyarakat beserta mahasiswa
yang berada di Bima melakukan penelusuran mengenai kebenaran dari
informasi tersebut. Setelah melakukan investigasi tentang keberadaan SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan ini bahwa benar
di kecamatan lambu, kecamatan sape dan kecamatan langgudu menjadi
lokasi tambang. Dilain pihak, Setelah dilakukan investigasi oleh
masyarakat. Ditemukanlah beberapa SK terkait IUP tersebut di antaranya
ialah SK 188.45/357/004/2010 Izin Usaha Pertambangan di wilayah
lambu. Adi Supriadi mengatakan:
“…pada dasarnya kita mendapatkan sebuah gambar, dalam  SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan tersebut
14Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus, SH.MH. anggota DPRD periode 2009-2014
sekaligus Tokoh masyarakat di Kecamatan sape. Rabu, 27 januari 2016
71
yang meliputi Kecamatan Lambu, kecamatan sape dan
kecamatan Langgudu.”15
Dari pernyataan saudara Adi Supriadi, dapat dikatakan bahwa
pemerintah tidak terbuka terkait pembahasan mengenai keberadaan SK
188.45/357/004/2010 Izin Usaha pertambangan ini pada masyrakat.
Dengan kata lain pemerintah sengaja menutup-nutupi bahwa dikecamatan
lambu menjadi lokasi pertambangan.
Disisi lain, DPRD selaku wakil rakyat pun tidak mengetahui
mengenai keberadaan SK 188.45/357/004/2010. DPRD mengetahui
tentang keberadaan Izin Usaha Pertambanan dalam SK
188.45/357/004/2010 ketika masyarakat mendatangi kantor DPRD
kabupaten bima untuk memastikan bahwa Izin Usaha Pertambangan ini
memangn benar adanya. Mustahid H. Kako mengatakan:
“soal mengeluarkan iziin usaha pertambangan ini adalah hak
prerogative pemerintah dalam hal ini bupati bima. Ini menyangkut
kebijakan itu prerogative.Tetapi jangan lupa bahwa DPRD ini
adalah wakil rakyat. Seyogyanya harus ada koordinasi, bahwa
investor ini akan dating ke bima mau menanamkan saham di
bima. Harus ada pamitlah dengan DPRD saat itu.Lalu kenapa
perlu ada koordinasi supaya ada saran dan masukan sehingga ada
outpunnya dari DPRD untuk pemerintah.16
Berdasarkan pernyataan Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bima.
Bahwa dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara yang termuat dalam SK 188.45/357/004/2010
15Wawancara dengan Adi Supriadi 29 Desember 2015
16 Wawancara dengan bapak H. mustahid. H. keko Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima periode 2014-
2019. 23 januari 2016
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tidak mengkonsultasikan bersama DPRD Kabupaten Bima selaku wakil
rakyat kabupaten bima.
2. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
penolakan masyarakat terhadap kebijakan Bupati Bima yang
sebenarnya muncul sejak awal 2011 lalu, dipicu oleh kegiatan eksplorasi
tambang yang dilakukan PT. Sumber Mineral Nusantara disejumlah titik
di tiga Kecamatan di Kabupaten Bima, yaitu Kecamatan Langgudu,
kecamatan Sape, dan kecamatan Lambu. Ketiga kecamatan ini terletak di
areal perbukitan di ujung timur Kabupaten Bima yang berbatasan dengan
provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini mengganggu aktivitas
masyarakat setempat yang sebagaian besar bermata pencaharian sebagai
peternak dan petani bawang.
Kegiatan eksplorasi yang dilakukan PT. Sumber mineral
Nusantara ini di dasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bima Nomor
188.45/357/004/2010 yang intinya memberikan penyesuaian izin usaha
pertambangan eksplorasi kepada PT Sumber Mineral Nusantara.
Munculnya Kebijakan Bupati Bima ini menimbulkan keresahan di tengah
masyarakat karena masyarakat tidak pernah di ajak berbicara tentang
persoalan pertambangan ini. Sejumlah Kepala Desa juga mengaku tidak
tahu menahu tentang munculnya SK 188.45/357/004/2010 ini, bahkan
DPRD juga tidak di ajak konsultasi pengenai penerbitan SK
pertambangan ini.
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Seperti yang di katakan oleh ketua Komisi III DPRD Kab Bima.
“persoalan pertambangan semestinya melibatkan seluruh elemen
masyarakat, bukan hanya peran pemerintah daerah. Saat melakukan
sosialisasi, yang mempunyai peran penting adalah wakil rakyat
juga, bukan saja pemerintah. Namun yang terjadi selama ini,
Pemerintah Daerah sama sekali tidak pernah mengajak kami untuk
bersama mensosialisasikan kepada masyarakat”17
Pecahnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah ini
sebagai akibat dari macetnya komunikasi politik antara masyarakat dan
bupati. Sejak meletusnya kasus penolakan izin pertambangan di kecatan
lambu, belum pernah dilakukan komunikasi antara masyarakat dan
Bupati Bima. Masing-masing mengklaim dirinya paling benar bersandar
pada alasan dan argumentasi sendiri.
Pihak Pemerintah mengklaim bahwa tambang akan memberikan
kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah serta diyakini akan
mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara di lain pihak
masyarakat merasa bahwa akan dirugikan dengan diberikannya izin
masuk perusahaan tambang oleh pemerintah daerah dan dalam proses
penerbitan SK 188.45/357/004/2010, rakyat sama sekali tidak pernah
dilibatkan.
Seperti yang dikatakan oleh ketua komisi III DPRD kab bima:
“sebenarnya kepentingan disana (Kecamatan Lambu, sape dan
langgudu,-red) itu bagus. Tetapi yang terjadi miskomunikasi antara
pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah seharusnya sebelum
17 Wawancara dengan bapak H. mustahid. H. keko Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima periode 2014-
2019. 23 januari 2016
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mengeluarkan ijin usaha pertambangan ini harus ada koodinasi yang
baik, komunikasi yang baik, kerja sama yang baik antara dua
lembaga eksekutif dan legislatif”18
Pernyataan ketua komisi III DPRD Kab Bima mengindikasikan
bahwa tidak terbangun komunikasi antara Bupati Bima beserta
jajarannya dengan pihak DPRD selaku wakil rakyat di pemerintahan.
Pemerintah justru mengambil langkah memperpanjang (memberikan)
SK 188.45/357/004/2010 Izin Usaha Pertambangan kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara. Dimana sosialisasi yang dilakukan di
tengah-tengah masyarakat belum maksimal. Sehingga dalam
penerapannya mendapat penolakan massif dari masyarakat. Suryadin
mengatakan:
“Permasalahannya ada image yang salah dari masyarakat karena
sosialisasi yang kurang. Semua areal kering dan pemukiman
akan dipindahkan, itulah yang picu terjadinya aksi demo. Atas
dasar itu, saya mengajak rekan-rekan untuk memberikan
kesempatan kepada Pemda melakukan sosialisasi yang lebih
intens lagi”
Minimnya sosialisasi menimbulkan kesalahan image dari
masyarakat terkait pertambangan. Selain itu disisi lain, pemerintah
daerah dinilai kurang mengadakan sosialisasi. Sosialisasi terkait Izin
usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Bima justru dilakukan setelah adanya demonstrasi oleh
FRAT dikantor Camat Lambu. Hasanuddin mengatakan:
18 Wawancara dengan bapak H. mustahid. H. keko Ketua Komisi III DPRD Kab. Bima periode 2014-
2019. 23 januari 2016
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“Setelah terjadinya pembakaran kantor camat lambu, baru
dilakukan sosialisasi. Yang pada saat itu, saya sendiri ikut rapat
dikantor camat sementara. Yang dipanggil itu tokoh-tokoh
masyarakat. Yang menurut saya, itu bukan sosialisasi secara
hukum. Kalau sosialisasi itu, bila perlu berhari-hari dilakukan
disetiap desa dengan tim khusus. Karena dalam waktu sehari
masyarakat tidak akan tahu semua. Minimal 3 hari dilakukan
sosialisasi, agar setiap elemen masyarakat mengetahui. Dan
semua pihak harus dikirim sebagai tim sosialisasi, termasuk
masyarakat yang melakili tiap-tiap desa itu harus ada.”19
Dari pernyataan di atas, Sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah justru setelah adanya penolakan dari masyarakat setempat.
Dengan SK Tim Sosialisasi yang diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2011,
sementara tuntutan masyrakat untuk mencabut Izin Usaha
Pertambangan dalam SK 188.45/357/004/2010 sekitar bulan Januari
2011. Bila SK Tim Sosialisasi yang dikeluarkan pada 4 Mei itu
merupakan SK pertama terbentuknya Tim Sosialisasi, maka pemerintah
baru melakukan sosialisasi secara terbuka setelah adanya penolakan
dari masyarakat.
3. Kebijakan Pemerintah yang tidak tepat sasaran
Hadirnya sebuah kebijakan tidak menutup beragam dugaan serta
pendapat yang mengikutinya. Mengatas namakan kepentingan publik,
kebijakan diberlakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun
tidak sedikit yang menganggap bahwa hadirnya suatu kebijakan
merupakan suatu kemenangan kelompok atau golongan tertentu.
19 Wawancara Bersama Hasanuddin
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Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima mengeluarkan
kebijakan izin usaha pertambangan dalam SK 188.45/357/004/2010
dinilai oleh masyarakat sebagai langkah yang tidak tepat mengingat
daerah Kabupaten Bima merupakan basis pengembangan pangan
terutama bawang merah dan garam. Adi Supriadi mengatakan:
“mengingat dikabupaten bima ini adalah daerah pertanian. Maka
seharusnya tidak wajar jika pertambangan itu ada. Karena
masuknya ijin pertambangan akan merusak kepentingan
masyarakat petani khususnya. Maka dari itu, kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya kebijakan yang mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan
budaya masyarakat”20
Seperti yang dikemukankan oleh Basrowi dan Sukidin, studi
yang membahas tentang gerakan dapat dijelaskan dengan menggunakan
tiga pendekatan. Pertama, pendekatan moral ekonomi. Pada pendekatan
ini, aspek pokok yang memicu gerakan adalah: adanya reaksi terhadap
perubahan yang dianggap akan mengancam kelangsungan hidup
komunitasnya yang berada dalam kondisi subsistensi, faktor
kepemimpinan sebagai faktor kunci gerakan dan umumnya berasal dari
kalangan elit desa atau patron.
Kedua, pendekatan ekonomi politik yang menyatakan bahwa
gerakan pada dasarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual
terhadap perubahan yang dikalkulasikan merugikan dan mengancam
mereka. Keputusan melakukan gerakan terletak pada individu yang
20 Wawancara dengan saudara adi supriadi. Salah satu aktivis yang tergabung dalam FRAT. 29
desember 2015
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menganggapnya sebagai pilihan yang efektif dan efisien. Ketiga,
pendekatan historis yang memfokuskan pada keberlangsungan
kesejahteraan yang terdapat pada suatu masyarakat. Gerakan dipahami
sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan dan ancaman terhadap
nilai, norma, tradisi, dan kepercayaan yang dimiliki. Senada dengan
yang dikatakan oleh Adi Supriadi, anas mengungkapkan bahwa:
“masyarakat berfikir, kalaupun tambang sudah beroperasi
otomatis sulit untuk dikeluarkan. Bagi masyarakat lebih cepat
lebih baik karena jika perusahaan tambang sudah beroperasi,
alat-alat
berat telah masuk, pegawai tambang sudah menetap, maka
pemerintah akan menganggap bahwa masyarakat telah
menerima keberadaan tambang. Lebih-lebih masyarakatpun
tidak ingin tempat pemukiman maupunlahan pertanian
mereka dirusak oleh aktivitas tambang” 21
Alasan kuat mengapa masyarakat menolak keberadaan
perusaahn tambang karena khawatir dengan kerusakan lingkungan di
kawasan pertanian maupun hutan lindung. Terlebih daerah areal yang
berada dalam SK 188.45/357/004/2010 izin usaha pertambangan
tersebut merupakan tempat mata air yang menjadi suber mata air
masyarakat setempat.
Kehadiran tambang emas dipercayai akan membuat susutnya
debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah,
mata pencaharian mayarakat kabupaten bima. Di Kabupaten Bima, luas
lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare yang di sebut bawang
keta monca dan menjadi komoditas unggul daerah kabupaten
21 Wawancara dengan saudara anas. Salah satu aktivis yang tergabung dalam FRAT. 17 Desember
2015
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bima.Hasil pane bawang keta monca dipasarkan hingga ke daerah-darah
lain bahkan sampai luar negeri. Bawang keta monca dikenal memiliki
mutu dan ciri khas tersendiri, setra banyak diminati konsumen baik dari
bali, jawa, Makassar hingga Banjarmasin maupun luar negeri seperti
kuala lumpur dan singapura. Bahkan sejak 2009, kabupaten bima
dijadikan sentra benih bawang merah nasional.
Luas lahan pengembangan bawang merah di Kabupaten Bima
tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 hektare
tersebar di Kecamatan Sape, Lambu, Wera, Ambalawi, Belo dan
Monta. Sedangkan lahan untuk usaha pertambangan itu mencapai
24.980 hektare yang yang terpusat di Kecamatan Lambu, Langgudu dan
Sape.
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga gerakan perlawanan
masyarakat berhasil.
1. Kuatnya dukungan masyarakat terhadap FRAT
Secara garis besar ada dua bentuk perlawanan yang di tembuh oleh
masyarakat kecamatan lambu terhadap kebijakan Izin usaha pertambangan
yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten bima, yakni perlawanan tidak
terorganisir yang dilakukan oleh individu-individu secara sendiri-sendiri
dan perlawanan secara terorganisir yang dilakukan secara bersama-sama
dalam sebuah kelompok “FRAT” (Front Ratyat Anti Tambang) yang
masyarakat bentuk. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk perlawanan yang
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dilakukan masyarakat atas kebijkan izin usaha pertambangan yang
dikeluarkan oleh Bupati Bima.
1. Perlawanan tidak terorgansir
Keberadaan SK 188.45/357/004/201 tentang Izin Usaha
Pertambangan, masyrakat hanya mendengar kabar dari pelajar-pelajar
Bima yang berada diluar daerah bahwa dikecamatan lambu ada SK
188.45/357/004/2010 Izin Usaha Pertambangan yang keluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Bima kepada PT. Sumber Mineral Nusantara.
Kemudian mahasiswa beserta masyarakat melakukan investigasi
dilokasi tambang seperti di desa soro, desa sumi, dan desa baku. Maka
ditemukan sejumlah SK 188.45/357/004/2010 Izin Usaha
Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bima.
Mengetahui adanya kebijakan Bupati Bima memberikan izin
usaha pertambangan yang termuat dalam SK 188.45/357/004/2010.
Aktivis mahasiswa beserta masyarakat mulai mempertanyakannya
kepada kepala desa masing—masing dan meminta menandatangani
surat pernyataan penolakan terhadap izin usaha pertambangan yang
telah dikeluarka oleh Bupati Bima. Selain menanyakannya kepada
kepala desa masing-masing. Aktivis mahasiswa beserta masyarakat
mendatangi Kantor Camat Lambu untuk menyampakan aspirasi dan
masukan-masukan kepada camat lambu yang akan diteruskan kepada
Bupati Bima. Namun masukan-masukan yang telah disampaikan oleh
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aktivis mahasiswa beserta masyarakat tidak direspon dengan baik oleh
pihak camat lambu. Adi supriadi mengatakan:
“Pada dasarnya kita menuju langkah persuasif kepada
pemerintah agar sk ini bisa dicabut oleh pemerintah desa,
pemerintah kecamatan maupun pemerintah daerah. Tapi setelah
langkah persuasif yang ingin kami lakukan terhadap pemerintah
ini, mereka tidak sepakat untuk mencabut kembali sk 188 ini”.22
Sebelum dibentuknya FRAT, perlawanan yang dilakukan oleh
masyarakat Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape maupun Kecamatan
Langgudu masih terpecah-belah pada ruang lingkup tempat tinggal
masing-masing.Perlawanan ini masih bersifat sembunyi-sembunyi dan
hanya menimbulkan riak-riak kecil. Perlawanan secara sembunyi-
sembunyi merupakan perlawanan yang dilakukan untuk
mengidentifikasi kawan dan lawan dan hanya melibatkan aktor-aktor
secara individu.
Seperti yang di ungkapkan oleh Scott bahwa perlawanan
sembunyi- sembunyi dapat dicirikan sebagai perlawanan yang bersifat:
tidak teratur, tidak sistematik dan terjadi secara individual, bersifat
oportunistik dan mementingkan diri sendiri, tidak berkonsekuensi
revolusioner, atau lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.
Hal ini ditemukan dari tindakan yang dilakukan oleh beberapa
aktivis mahasiswa yang belajar di kota bima seperti Ahmad Yani, Adi
Supriadi, Israfil, M. Nasir, Harmoko dan beberapa mahasiswa lainnya.
Mereka melakukan diskusi dan kajian rutin untuk membahas mengenai
22 Wawancara dengan Adi Supriadi tanggal 29 desember 2015
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langkah-langkah yang perlu dilakuakan untuk menolak lebijakan ijin
usaha pertambangan ini. Adi Supriadi mengatakan:
“kita melakukan diskusi dengan KMLB, untuk membicarakan
sisi buruknya pertambangan yag ada di Indonesia. Ini
mahasiswa di undang oleh kawan-kawan sebagai pemateri pada
diskusi tersebut untuk membawakan tentang betapa bobroknya
pertambangan di Indonesia”.23
Pada awalnya aktivis-aktivis mahasiswa mencoba untuk
membangun kekuatan yang terorganisir hingga pada tingkat RT/RW di
setiap desa-desa diseluruh kecamatan lambu. Mengangkat opini ke
masyarakat bahwa benar adanya kebijakan Pemerintah mengeluarkan
izin usaha pertambangan dalam SK 188.45/257/004/2010 kepada PT.
Sumber Mineral Nusantara. Salah satu aktivis penggagas gerakan, Adi
Supriadi mengatakan:
“kita mencoba memberikan penyadaran politik terhadap
masyarakat ini, tentang bagaimana pertambangan ini akan
merusak lingkungan, kemudian akan merusak sumber kehidupan
bagi masyarakat dan masyarakatnya akan menjadi buruh tambang
nantinya. Sehingga ada kemudian kesadaran masyarakat setelah
mahasiswa masuk ke setiap desa saat itu”.24
Dari peryataan saudara adi surpriadi peneliti menemukan bahwa
FRAT memanfaatkan jaringan kekerabatan dari setiap anggota
kelompok sebagai sumber dukungan dan perekrutan anggota baru
maupun simpatisan dalam perjuangan.
23 Wawancara dengan Adi Supriadi tanggal 29 desember 2015
24Wawancara dengan Adi Supriadi tanggal 29 desember 2015
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Seperti yang dikemukakan oleh McAdam dalam teori mobilisasi
sumeber daya, bahwa dengan mempergunakan mekanisme mobilisasi
mikro, dia ingin menyatakan bahwa hubungan faktor formal dan
informal diantara masyarakat dapat menjadi sumber solidaritas dan
memfasilitasi struktur komunikasi ketika mereka mengidentifikasi
perbedaan kebijakan pemerintah secara bersama-sama. Infrastruktur
sosial ini dipercaya secara luas memainkan peranan penting terciptanya
gerakan sosial. Anas Mengatakan:
“Mahasiswa melakukan pergerakkan pada saat itu, yaitu
menyebarluaskan informasi mengenai SK pertambangan
tersebut supaya masyarakat sadar akan terjadinya kerusakan
Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia di
kecamatan Lambu”25
Dalam menyebarkan informasi mengenai adanya izin usaha
pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, aktivis mahasiswa
juga melakukan identifikasi terhadap aparatur desa yang menolak
maupun yang menerima masuknya perusahaan tambang tersebut.
Kegiatan penyadaran yang dilakukan oleh mahasiswa mendapat respon
yang baik dari masyarakat. Dimana masyarakat mulai menyamakan
persepsi tentang bagaimana cara yang akan dilakukan untuk
menggagalkan masuknya perusahaan tambang dikecamatan lambu,
kecamatan sape dan kecamatan langgudu.
Pasca aksi demostrasi pada bulan Februari di kantor camat
lambu, pemerintah daerah mulai melakukan sisialisasi mengenai izin
25 Wawancara dengan Anas tanggal 17 Desember 2015
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usaha pertambangan yang dikeluarkan bupati dalam SK
188.45/357/004/2010. Sosialisasi yang dilakuan oleh Pemerintah
Daerah tidak memberikan dampak yang berarti dalam pandangan
masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah justru
dijadikan alat untuk memperkuat alasan masyarakat dalam menolak
kebijakan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bima,
dimana SK 188.45/357/004/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima
tersebut disebar oleh kepala desa-kepala desa yang memang menolak
masuknya perusahaan tambang di tengah-tengah masyarakat disetiap
desa masing-masing. Anas mengatakan:
“kenapa kemudian informasi mengenai tambang ini begitu
mudah menyebar ditengah-tengah masyarakat. Karena ada
pemimpin desa yang sengaja membeberkan mengenai SK
tambang ini, sebab pemimpin desa ini tidak ingin melihat
masyarakatnya susah setelah masuknya perusahaan tambang” 26
Penyebaran informasi mengenai keberadaan izin usaha
pertambangan yan dikeluarkan oleh Bupati Bima yang diiringi isu
bahwa masyarakata akan dipindahkan ke kecamatan lain yang tidak
termasuk dalam lokasi tambang menimbulkan keresahan ditengah-
tengah masyarakat yang terkena langsung dalam lokasi areal
pertambangan yang tertera dalam peta lokasi pertambangan dalam SK
188.45/357/004/2010 dimana pemukiman penduduk beberapa desa di
Kecamatan Lambu, seperti Desa Sumi, Desa Baku, Desa Lanta, Desa
26 Wawancara dengan Anas tanggal 17 Desember 2015
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Simpasai, Desa Rato, Desa soro. Kemudian di Kecamatan Sape, seperti
Desa Bugis, dan Desa Lamere. Anas mengatakan:
“Masyarakat akan dipindahkan, bahkan pada saat itu beredar isu
bahwa masyarakat yang terkena lokasi areal pertambangan akan
dipindahkan ke wilayah Kecamatan Tambora. Pemerintah pun
sudah menyiapkan lokasi lain dan dibangunkan rumah.
Masyarakat pun menjawab, daripada pindah tempat tinggal,
lebih baik kita pindah dikuburan ditanah sendiri. Maka
masyarakat bergerak untuk meawan, korban nyawa pun halal-
halal saja (syahid mempertahankan harta benda)”27
Dari beberapa alasan tersebut masyarakat menolak untuk ikut
berpartisipasi pada setiap program sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah daerah. Masyarakat lebih memilih tetap melakukan aktivitas
sehari-hari seperti biasa. Bahkan jika dipangil oleh pemerintah untuk
mengikuti kegiatan sosialisasi, masyarakat memberikan alasan hendak
pergi ke sawah atau ke kebun. Penolakan-penolakan tersebut
merupakan reaksi dari kurang memperhitungkan adanya pendapat yang
berbeda dari masyarakat. Bagi pemerintah daerah, khususnya Bupati
Bima bisa saja mengabaikan kemungkinan penoakan dari masyarakat
terhadap kebiakan yang dikeluarkan, mengingat kecamatan lambu yang
menjadi basis penolakan izin usaha pertambangan dalam SK
188.45/357/004/2010 yang dikeluarkan oleh Bupati Bima merupakan
basis pendukung Ferry Zulkarnain, ST pada pemilukada Kabupaten
Bima tahun 2010 dimana dukungan masyarakat dikecamatan lambu
mencapai 80%.
27 Wawancara dengan Anas tanggal 17 Desember 2015
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Menurut Scott, tindakan inilah yang diartikan sebagai sebuah
perlawanan simbolik, dimana pelanggaran yang dilakukan secara tidak
langsung akan menggerogoti kekuasaan. Aturan pemerintah tidak lagi
dipandang sebagai sebuah nilai yang harus dipegang bersama. Secara
simbolik aturan pemerintah adalah salah satu bentuk kekuasaan Negara
dalam mengatur masyarakat. Namun dengan hadirnya pelanggaran
sebagai bentuk perlawanan masyarakat, kekuasaan Negara telah dikikis
secara bertahap dan kehilangan citranya di masyarakat. Terutama
dimata pelaku pelanggarn, hadirlah anggapan bahwa aturan bisa
dilanggar, kemudian pelanggaran lainnya akan muncul bila tidak ada
tindak tegas terhadap pelakunya.
Pembangkangan oleh masyarakat di Kecamatan Lambu,
Kecamatan Sape dan Kecamatan Langgudu terus dilakukan dalam
bentuk tidak melibatkan diri dalam segala kegiatan yang diadakan oleh
pemerintah, terutama yang berkaitan dengan tambang sebagai wujud
penolakan terhadap izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh
Bupati Bima dalam SK 188.45/357/004/2010. Pembangkangan yang
dilakukan oleh masyarakat terus dilakukan hingga akhirnya dibentuklah
FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) yang kemudian menjadi corong
bagi perlawanan masyarakat dan mewadahi semua kelompok OKP
yang terlibat dalam perlawanan menolak izin usaha pertambangan yang
telah diberikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara oleh Bupati
Bima dalam SK 188.45/357/004/2010.
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2. Perlawanan Secara Terorganisir
Perlawanan terorganisir yang dilakukan oleh masyarakat lambu
dengan memanfaatkan organisasi yang dibentuk bersama mahasiswa
dan tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan perlawanan secara
terbuka. Menurut Scott, perlawanan terbuka dikarakteristikan oleh
adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinan dengan kelas-
kelas superdinat.
Sejak terbentuknya FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
perlawanan masyarakat mulai dilakukan secara terang-terangan dengan
melakukan serangkaian demonstrasi. Muliadin mengatakan:
“kami mengutus dua orang di setiap desa untuk mengkoordinir
massa disetiap desa yang ada di tiga kecamatan, bahkan hingga
ke tinggkat RT/RW. Tapi adapun perlawanan yang massif
dilakukan itu terpusat dikecamatan lambu dan sebagian berada
dikecamatan sape dan kecamatan langgudu”28
Berdasarkan pernyataan saudara muliadin, bahwa langkah yang
ditempuh oleh kelompok FRAT dalam menggalang dukungan dari
masyarakat yaitu dengan memasuki kantong-kantong masyrakat yang
resah dengan adanya kebijakan bupati Bima yang memberikan izin
usaha pertambangan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara.
Masyarakat kemudian bergabung bersama kelompok FRAT dalam aksi
penolakan terhadap Keputusan Bupati Bima yang termuat dalam SK
188.45/357/004/2010.
28Wawancara dengan Muliadin tanggal 15 januari 2016
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Seperti yang di kemukakan oleh McCarty bahwa struktur
mobilisasi adalah sejumlah cara kelompok gerakan sosial melebur
dalam aksi kolektif termasuk di dalamnya taktik gerakan dan bentuk
organisasi gerakan sosial. Struktur mobilisasi juga memasukan
serangkaian posisi- posisi sosial dalam kehidupan sehari- hari dalam
struktur mobilisasi mikro. Tujuanya adalah mencari lokasi-lokasi di
dalam masyarakat untuk dapat dimobiliosasi, dalam konteks ini, unit-
unit keluarga, jaringan pertemanan, asosiasi tenaga suka rela, unit-unit
tempat kerja dan elemen –elemen negara itu sendiri menjadi lokasi-
lokasi  sosial bagi struktur mobilisasi mikro.
Dari pernyataan tersebut, timbulnya perlawanan masyarakat
dimulai dari akar rumput melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan
oleh mahasiswa secara intens di tengah-tengah masyarakat untuk
melakukan penyadaran terhadap dampak yang akan masyarakat hadapi
jika pertambangan masuk ke wilayah mereka.
J. Smelser (Sihbudi dan Nurhasim, ed., 2001) menyatakan,
bahwa gerakan social ditentukan oleh lima faktor. Pertama, daya
dukung struktural (structural condusiveness) di mana suatu perlawanan
akan mudah terjadi dalam suatu lingkungan atau masyarakat tertentu
yang berpotensi untuk melakukan suatu gerakan massa secara spontan
dan berkesinambungan (seperti lingkungan kampus, buruh, petani, dan
sebagainya).
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Kedua, adanya tekanan- tekanan struktural (structural strain )
akan mempercepat orang untuk melakukan gerakan massa secara
spontan karena keinginan mereka untuk melepaskan diri dari situasi
yang menyengsarakan.
Ketiga, menyebarkan informasi yang dipercayai oleh
masyarakat luas untuk membangun perasaan kebersamaan dan juga
dapat menimbulkan kegelisahan kolektif akan situasi yang dapat
menguntungkan tersebut. Keempat, faktor yang dapat memancing
tindakan massa karena emosi yang tidak terkendali, seperti adanya
rumor atau isu- isu yang bisa membangkitkan kesadaran kolektif untuk
melakukan perlawanan. Kelima, upaya mobilisasi orang- orang untuk
melakukan tindakan-tindakan yang telah direncanakan. Adi Supriadi
mengatakan:
“Dengan beberapa dokumen-dokumen (cuplikan film
documenter) terkait dengan persoalan tambang. Kita bekerja
sama dengan pemilik jaringan tv kabel untuk menyiarkan film
dokumneter tersebut ke seluruh kecamatan lambu, semua tv
kabel tidak ada yang menayangkan acaara lain, hanya
menyiarkan sejarah tentang pertambangan di Indonesia. Dan
setelah melihat bagaimana bobroknya pengelolaan tambang di
Indonesia, semua masyarakat khususnya di desa rato dan sumi
memberikan reaksi keras bahwa pertambangan yang masuk di
wilayah lambu harus ditolak”29
Berdasarkan pernyataan saudara Adi Supriadi, peneliti
menemukan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh Kelompok
FRAT yaitu melakukan propaganda ditengah-tengah masyarakat
29 Wawancara dengan saudara adi supriadi tanggal 29 desember 2015
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mengenai dampak negatif yang ditimbulakan oleh aktivitas tambang
dengan cara memutar film dokumenter tentang tambang yang diperoleh
dari JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). Propaganda yang
dilakukan oleh kelompok FRAT ini sangat berhasil dalam merubah
persepsi masyarakat, sehingga kemudian masyarakat terdorong untuk
berpartisipasi dalam aksi-aksi yang dilakukan oleh FRAT.
Selain menyebarkan isu-isu yang mendorong masyarakat untuk
bersatu, cara masyarakat untuk meleburkan aksi kolektif masyarakat
menjadi sebuah gerakan perlawanan yang kuat dan besar. Maka
dibentuklah sebuah kelompok perlawanan yang bernama FRAT (Front
Rakyat Anti Tambang) dimana tujuan pembentukan kelompok
perlawanan ini untuk mencari lokasi-lokasi di dalam masyarakat untuk
dapat dimobilisasi, dalam konteks ini, unit-unit keluarga, jaringan
pertemanan, unit-unit tempat kerja dan elemen-elemen Negara itu
sendiri menjadi lokasi mobilisasi massa. Muliadin mengatakan:
“pada tiga kecamatan yang menjadi lokasi tambang yang
terdapat dalam sk 188 di utus orang-orang yang bertugas
mengkoordinir disetiap desa hingga ketingkat RT/RW.
Sehingga aksi perlawanan masyarakat begitu massif”30
McCarthy dan Zald mendefinisikan struktur mobilisasi sebagai
sebuah sarana kolektif baik dalam lembaga formal dan juga informal.
Melalui sarana tersebut, masyarakat memobilisasi sumber daya yang
tersedia dan membaur dalam aksi bersama.konsep ini berkonsentrasi
30 Wawancara dengan saudara Muliadin tanggal 15 januari 2016
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kepada jaringan informal, organisasigerakan sosial dan kelompok –
kelompok perlawanan di tingkat meso.
Aksi pertama yang dilakukan oleh masyarakat yaitu gerakan
yang dipelopori oleh KMLB (Keluarga Mahasiswa Lambu Bima)
melakukan aksi konvoi dikecamatan lambu dan sape sebanyak tiga kali
untuk menggalang dukungan dan menginformasikan kepada
masyarakat mengenai keberadaan SK 188 tentang ijin usaha
pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati bima.
Masyarakat melakukan pertemuan dengan camat lambu kantor
camat lambu yang di pimpin oleh saudara Adi Supriadi untuk meminta
kejelasan pada camat lambu Muhaimin. S, sos terkait SK . Saudara adi
supriadi mengatakan:
“setelah melakukan audiensi di aula kantor camat lambu, bapak
camat mengatakan bahwa tidak ada sk ijin usaha pertambangan
yang masuk ke wilayah lambu. Sementara hasil investigasi yang
dilakukan bersama masyarakat dilapangan ditemukan SK
188.45/257/004/2010 tentang ijin usaha pertambangan beserta
beberapa SK Izin Usaha Pertambanagan lainnya yang tersebar
di wilayah kabupaten bima lainnya”31
Bukti yang didapatkan dilokasi pertambangan berupa alat-alat
berat seperti kabel-kabel listrik mulai dari desa soro hingga ke desa
baku, alat galian, dan garam maupun cairan kimia yang dituangkan
pada lubang-lubang galian.
31 Wawancara dengan saudara Adi Supriadi tanggal 29 desember 2015
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Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumppulkan oleh
masyarakat, pada bulan desember tahun 2010, masyarakat kembali
melakukan aksi unjuk raasa kedua. Masyarakat melakukan pertemuan
dengan camat lambu dan memita kepada Camat untuk menolak
kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara dengan segenap aktivitasnya,
mengingat luas lokasi yang begitu besar dan ancaman bahaya
lingkungan yang tidak sebanding dengan jaminan kesejahteraan atas
proses penambangan yang akan terjadi di Kecamatan Lambu. “Harapan
masyarakat yang ingin menjaga tanah kelahiran dan generasi rakyat
Lambu itu pun akan disampaikan ke Bupati Bima,” demikian janji
Muhaimin, S.Sos, Camat lambu pada saat itu. Namun hasil dari
pertemuan tersebut tak kunjung terealisasi karena bupati bima tidak
kunjung menemui masyarakat lambu.
Tepat pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2011, masyarakat
Mulai mempertanyakan kembali dengan menggelar aksi demonstarasi
di depan kantor camas Lambu. Ratusan massa FRAT (Front Rakyat
Anti Tambang) akhirnya harus kembali dengan rasa kecewa dan belum
mendapatkan jawaban atas penolakan kehadiran PT. Sumber Mineral
Nusantara di kecamatan Lambu. Hal ini disebabkan karena Camat tidak
ingin menemui demonstran.
Karena belum bertemu kembali dengan Camat Lambu, FRAT
kembali memasukkan sarat pemberitahuan unjuk rasa yang kedua
kalinya. Tepat pada hari senin tanggal 31 Januari 2011 dengan kekuatan
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massa yang lebih besar. Sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam
FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) kembali mendatangi kantor camat
dan meminta Camat Lambu untuk menandatangani surat pernyataan
penolakan adanya penambangan emas yang telah dioperasikan oleh PT.
Sumber Mineral Nusantara. Walaupun PT. Sumber Mineral Nusantara
tersebut baru melakukan eksplorasi, ini sama halnya membuka pintu
gerbang eksploitasi hasil alam di Kecamatan Lambu yang akan
berimbas pada dampak lingkungan yang buruk dan embrio bencana
bagi masyarakat Lambu, serta terkuras dan hilangnya mata air di
wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Sumber Mineral Nusantara dan
terganggunya kegiatan pertanian masyarakat yang tentunya pula akan
menyengsarakan rakyat Lambu, Sape dan Langgudu bahkan
masyarakat kabupaten Bima pada umumnya.
koordinator massa FRAT beserta beberapa masyarakat akhirnya
bertemu dengan Camat dan kembali menyampaikan keinginannya
supaya Camat Lambu bersedia menandatangani surat pernyataan
penolakan tambang emas di Kecamatan Lambu dan meminta kepada
Bupati Bima segera mencabut Izin Usaha Pertambangan yang telah
dikeluarkannya. Mendengar tuntutan dari perwakilan demonstran,
Camat pun akhirnya menjawab bahwa untuk hal penandatanganan saya
belum bisa melakukannya karena harus berkonsultasi kembali dengan
atasan saya, yang dalam hal ini Bapak Bupati Bima.
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Dari hasil penelitian penulis, Satu di antara penyebab
meningkatnya ketegangan antara masyrakat dengan pemerintah
sebenarnya masalah yang paling pokok adalah tidak mampunya
pemerintah dan masyarakat membangun komunikasi secara baik. Saat
itu bisa dikatakan tokoh masyarakat dan pemerintah atau pemerintah
kecamatan pada saat ituseperti tidak mampu memberikan jawaban yang
tepat terhadap tuntutan dan harapan masyarakat. Jubair. S,ag
mengatakan:
“satu di antara permitaan masyarakat pada saat itu ialah bapak
camat agar segera menandatangani surat persetujuan
pencabutan SK 188.45/257/004/2010. Tapi karena bapak camat
merasa itu bukan kewenangannya, maka tidak aa kesiapan
untuk melakukan proses penandatanganan. Tetapi bagi aparatur
seperti bapak camat pada saat itu tidak ingin mengambil resiko,
karena itu bukan wewenangnya, bukan tugas pokok dan fungsi
beliau”32
Kegagalan membangun komunikasi yang baik disini ialah tidak
ditemukannya kesepemahaman antara pemerintah kecamatan dan
masyarakat demonstran. Karena kejadian ini sebenarnya sebelum
menjadi persoalan daerah dimana pemerintah daerah dan kantor daerah
(Kantor Bupati,red) pun ikut menjadi objek amukan massa.  Tahapan
pertama ialah komunikasi dan kejadian di tingkat kecamatan yang gagal
dibangun. Kenapa pemerintah dan masyarakat gagal membangun
komunikasi yang baik.
32 Wawancara dengan bapak Jubair. S, ag tanggal 26 januari 2016
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Pertama, tidak adanya kesesuaian sikap antara pemerintah
kecamatan dan masyarakat untuk melakukan komuniksi karena masing-
masing pihak tetap berpegang teguh pada argument dan asumsi sendiri.
Kedua, pemerintah kecamatan saat itu merasa terlalu terhormat jika
berhadapan dengan masyarakat dan mahasiswa. Sehingga komunikasi
tidak terjadi dalam waktu yang lama, komunikasi tidak bisa terjadi
secara santun, kondusif dan rasional.
Setelah masyrakat menunggu hingga beberapa hari pasca
penyampaian aspirasi dikantor camat lambu, Bupati pun tak kunjung
tiba. Camat sepertinya tidak menindaklanjuti aspirasi rakyat Lambu ke
Bupati, atau memang Bupati Bima yang dipilih oleh 70% masyarakat
kecamatan lambu pada Pemilukada 2010 itu sudah tidak ingin
mendengarkan aspirasi masyarakat lagi.
Pemerintah Kabupaten Bima lewat Sekretaris Camat,
Abdurrahman tepatnya hari rabu malam tanggal 09 Februari 2011
melakukan pengumuman lewat mesjid agung kecamatan Lambu, agar
masyarakat tidak melakukan unjuk rasa penolakan tambang. Tindakan
Sekretaris Camat lambu ini pun, hampir saja memicu konflik. Karena,
mendengar pengumuman Sekretaris Camat, ratusan masyarakat
mendatangi mesjid dan hampir saja menganiaya Sekretaris Camat
tersebut jika tidak diamankan oleh aparat polisi setempat. Keheranan
atas kepemimpinan Bupati dalam hal menyerap aspirasi rakyat kembali
dipertanyakan masyarakat Lambu.
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Setelah menyamakan persepsi dan mengajukan surat
pemberitahuan unjuk rasa ke Mapolresta Kota Bima dan mendapati
SSTP dari Kepolisian seluruh masyarakat dari dua belas desa yang ada
di kecamatan Lambu yang tergabung dalam FRAT (Front Rakyat Anti
Tambang) kembali menggelar aksi unjuk rasa untuk yang ketiga
kalinya. Sekitar 7.000 masyarakat dari kecamatan lambu kembali
mendatangi kantor Camat setempat dan menuntut hal yang sama seperti
aksi-aksi sebelumnya.
Kamis pagi tanggal 10 pebruari 2011 massa aksi
melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya
sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di
kantor Camat Lambu, massa unjuk rasa melakukan orasi bergantian dan
menyampaikan tuntutan yang sama bahwa Pemerintah harus mencabut
Izin Usaha Penambangan yang telah dikeluarkan kepada PT. Sumber
Mineral Nusantara, dan sebagai bentuk pengabulan akan aspirasi rakyat
Lambu itu, kordianator aksi meminta camat untuk mau menandatangani
Surat Pernyataan Penolakan.
Pengamanan aksi unjuk rasa yang dikawal oleh 250 personil
aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan Intel dan Bareskrim dan
60 personil Brimob Polda NTB, kembali memediasi perwakilan dari
FRAT dengan pihak Camat. Pertemuan pun kembali di gelar di aula
camat setempat dan pihak camat pun tetap, menjawab tuntutan
pengunjuk rasa dengan jawaban-jawaban seperti jawaban sebelumnya
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dan Camat Muhaimin, S.Sos pun menambahkan bahwa hari ini Bupati
Bima masih di Mataram sehingga belum bisa bertemu dengan
masyarakat Lambu. Jubair. S,ag mengatakan:
“seandainya pak camat menerima dengan baik dan
mengakomodir tuntutan maupun perwakilan aksi pada saat itu,
membuatkan semacam rekomendasi bersama sebagai rujukan
untuk dibawa kekantor bupati, maka masalah akan mereda dan
tidak akan sampai terjadi aksi pembakaran kantor camat
lambu”33
Pertemuan pun berakhir, dan perwakilan FRAT kembali
menjelaskan pertemuan mereka di atas mobil komando. Mendengar
Bupati sedang berada di Mataram, massa pengunjuk rasa merasa
kecewa dan tiba-tiba mendorong pintu kantor kecamatan Lambu tanpa
komando koordinator aksi yang seketika itu pula di balas dengan
tembakan oleh pihak aparat baik menggunakan gas air mata, peluru
karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu
pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan yang
berdiri di samping kantor sehingga memicu/memprovokatif keadaan.
Ricuh pun tak dapat dihindari dan terjadi begitu saja tanpa ada
komando dari siapa pun, massa FRAT yang melihat temannya terkena
luka tembak dan ada yang tidak sadarkan diri, merasa simpatik dan
semakin membangun perlawanan terhadap aparat dan preman dengan
persenjataan apa adanya. Karena memang, aksi ini awalnya
berlangsung damai, naman karna tidak kooperatifnya Bupati Bima
33 Wawancara dengan bapak jubair. S,ag Sekertaris camat lambu. Tanggal 26 januari 2016
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dalam mendengarkan aspirasi masyarakat Lambu, dan Pemerintahan
yang mengandalkan premanisme, serta berjatuhan para demonstran
karena tertembak peluru Polisi, membuat massa semakin terus
melakukan perlawanan.
Akhirnya, massa memukul mundur aparat dan melampiaskan
kekecewaan terhadap pemrintah dan aparat, kepolisian serta preman
peliharaan camat dengan merusak dan membakar Satu unit truck Pol PP
Camat Lambu, satu unit Mobil kijang patroli Pol PP Camat Lambu,
satu unit mobil divas Camat Lambu, satu unit mobil pemadam
kebakaran Kota Bima, satu unit mobil avanza, satu unit rumah jabatan
Camat Lambu, satu unit kantor Camat Lambu, delapan unit sepeda
motor serta sepuluh unit komputer dan ruang aula camat lambu, yang
nilai kerugiannya sekitar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
Pasca kericuhan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Bima
bukannya membangun ruang dialog dengan masyarakat, Namun
mengambil langkah sebaliknya yakni melaporkan kerusakan dan
anarkisme rakyat Lambu ke Mapolres Kota Bima. Setelah adanya
laporan dari Pemkab Bima, Polisi kembali menkonsolidasikan diri dan
langsung melakukan pengejaran pada sore harinya
Sudah lima orang yang dijadikan tersangka dan ditahan di
Mapolresta Kota Bima yakni Abidin asal Desa Sumi, Tasrif asal Desa
Rato, Fesadin asal Desa Sumi, Nurrahman asal Desa Nae dan Mashulin
asal Desa Lanta Serta Arifin, tanpa pengacara/penasehat hukum yang
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mendampinginya, namun oleh pihak Kepolisian telah menunjuk Saiful
Islam, SH untuk menjadi Penasehat Hukum mereka, mengingat
Ancaman Pidana bagi mereka di atas Lima Tahun. Ada juga pemuda
Lambu yang terkapar tak berdaya yakni M. Nasir (23) diduga korban
penembakan peluru tajam asal Desa Simpasai yang kini menjadi calon
tersangka dan tak ada biaya untuk mengobati tulang didalam
matakakinya yang telah hancur dan dari keterangan dokter spesialis
bedah, harus segera dirujuk di Rumah Sakit Mataram, karna alat medis
di RSUD Kabupaten Bima belum memadai. Tak cukup sampai disitu,
situasi Kecematan Lambu pun terus mencekam, intimidasi serta
swiping pun terus digelar, hampir diseluruh cabang jalan se-kecamatan
Lambu dipenuhi oleh aparat bersenjata lengkap pada pekan pertama
pasca demonstrasi. Masyarakat begitu ketakutan dan pengejaran
terhadap massa FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) yang tertangkap
video rekaman polisi terus saja dilakukan saat itu. Adi Cuswardana
mengatakan
“karena kondisi dikecamatan lambu yang mencekam dan
ketakutan masyarakat atas pengejaran yang dilakukan pihak
kepolisian pasca kerusuhan, sebagian besar masyarakat lambu
memilih bersembunyi di hutan-hutan dan tempat-tempat yang
jauh dari jangkauan kepolisian, seperti dikebun-kebun dan
gunung-gunung disekitar perkampungan”34
Penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap
massa aksi pada kerusuhan dikantor camat lambu menimbulkan reaksi
34 Wawancara dengan saudara Adi Cuswardana tanggal 9 januari 2016
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dari masyarakat. Masyarakat mendatangin kantor DPRD kabupaten
bima dan mendesak anggota dewan untuk mendorong pencabutan SK
188.45/257/004/2010 dan membebaskan para tahanan yang dijadikan
tersangka. Keesokan harinya pihak-pihak yang mendukung keberadaan
SK 188.45/257/004/2010 yang dicurigai oleh masyarakat merupakan
massa yang diarahkan oleh pemerintah melakukan demonstrasi
tandingan yang menuntut ditangkapnya oknum-oknum yang melakukan
pembakaran kantor camat lambu. Kemudian ditangkaplah Adi supriadi
dan dijadikan tersangka hingga menjalani hukuman kurungan selama
beberapa bulan.
Dari serangkaian penyampaian aspirasi maupun unjuk rasa
yang dilakukan oleh masyarakat namun tidak menghasilkan titik temu
yang berimbang. Maka dilakukanlah kajian bagaimana seharusnya
masyarakat mengambil posisi strategis dalam posisi tawar-menawar
tuntutan terhadap pemerintah. Maka masyarakat mengambil
kesepakatan bulat untuk melakukan aksi yang lebih besar dengan
cakupan yang luas yakni menduduki (memblokir) pelabuhan sape.
Dengan pertimbangan bahwa jika masyarakat hanya menunggu
pencabutan dari pihak pemerintah tampa ditekan  maka tidak akan
direalisasikan secepatnya.
Jumat 17 desember 2011 masyarakat melakukan rapat
evaluasi mengenai tuntutan dan bargening position terhadap
pemerintah, yakni pencabutan SK 188.45/257/004/2010 tentang Izin
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Usaha Pertambangan dan pembebasan saudara adi supriadi yang
dijadikan tersangka ketika demonstrasi di kantor camat lambu. Pada
hari senin tanggal 19 desember 2011 masyarakat dari kecamatan lambu,
kecamatan sape, kecamatan langgudu, kecamatan wera, menuju
pelabuhan sape dan mendapat halangan dari pihak kepolisian. Muliadin
mengatakan:
“dalam perjalanan menuju pelabuhan sape, masyarakat
sempat dihadang oleh pihak kepolisian diperbatasan
kecamatan lambu dan kecamatan sape. Namun oleh karena
massa yang begitu banyak sehingga pihak kepolisian tidak
mampu menanggulanginaya. Hingga kahirnya masyarakat
berhasil menduduki pelabuhan sape” 35
Selasa tanggal 20 Desember 2011, Dilakukan pertemuan dan
dialog (mediasi pertama sejak terjadinya konflik) di ruangan Camat
Sape antara 8 (delapan) orang perwakilan masyarakat Lambu dengan
Bupati Bima dan difasilitasi Wakil Kepala Kepolisian Daerah
(Wakapolda) NTB dan rombongan, Kepala Dinas Perhubungan
Kominfo Propinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima, Kepala
Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bima, Kabag Hukum Setda
Bima, Camat Sape, Camat Lambu dan Kapolsek Sape. Bupati Bima
melakukan negosiasi dengan perwakian FRAT di kantor camat Sape
dengan menawarkan penghentian sementara ijin eksplorasi tambang
emas untuk 1 tahun,36 para pendemo tetap menolak dengan keras dan
35 Wawancara dengan saudara muliadin tanggal 15 januari 2016
36 terlampir
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tetap dengan tuntutan mereka, yakni pencabutan SK
188.45/257/004/2010 secara permanen. Hasanuddin mengatakan:
”Bupati Bima hanya memberikan rekomendasi pemberhentian
sementara atas SK 188.45/257/004/2010 selama satu tahun dan
urusan pembebasan saudara adi supriadi akan diserahkan ke
pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum”37
Menurut Nasikun, Negosiasi adalah proses tawar-menawar
dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersamaantara satu
pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua
arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah
pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun
berbeda.38
Hari Rabu, Kamis, Jumat, massa tetap menguasai dermaga
penyebrangan Sape dan pada hari Jumat 23 desember 2011 terjadi dua
kali perundingan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dengan
perwakilan FRAT. Yang Pertama, jam 15:30 Wita bertempat di
kediaman H.M. Najib Ali wakil ketua DPRD Kab. Bima yang berasal
dari partai HANURA atas permintaan Kapolda NTB, dua anggota
DPRD Bima yakni H. Nadjib dan Firdaus, juga dihadiri oleh
Hasanudin, koordinator utama aksi warga dan beberapa perwakilan
warga lainnya. Pertemuan kali ini tidak dihadiri oleh Bupati dan
Kapolda melainkan utusan Kapolda. Posisi warga masih tetap sama,
37 Wawancara dengan saudara hasanuddin tanggal 24 desember 2015
38 Nasikun (1993). Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
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meminta SK 188.45/357/004/2010 tersebut dicabut dan Adi Supriadi
dibebaskan. Respon yang muncul adalah penundaan pemberlakuan SK
188.45/357/004/2010 dan ide untuk membuat tim advokasi pencabutan
SK 188.45/357/004/2010 yang terdiri dari 3 orang; Wakil Ketua DPRD
II Bima, M. Najib, Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Arif Wachyunadi dan
Anggota DPD RI asal NTB/Bima, Faroek Muhammad. Hasanudin
menjawab bahwa keputusan menerima tawaran tersebut akan
disampaikan ke warga dan warga-lah yang berhak menjawab.
Malam hari terjadi perundingan kedua oleh Kapolda NTB
dengan warga, yang diwakili salah satunya Hasanudin, didekat rumah
makan Arema sekitar 100 meter sebelum pintu masuk pelabuhan. Dari
pertemuan tersebut muncul tawaran dari Kapolda berupa surat Kapolda
perihal penunjukkan tim advokasi pencabutan SK 188.45/357/004/2010
dan akan diberikan pada jam 9 pagi pada 24 Desember 2011 serta
warga diminta bubar tidak menduduki pelabuhan.
Sejak hari pertama pendudukan pelabuhan sape, negosiasi yang
dilakukan oleh pihak demonstran dengan pemerintah tidak
menghasilkan jalan keluar yang baik terkait tuntutan yang diberikan
oleh masyarakat. Hari sabtu tanggal 24 Desmber 2011, dini hari sekitah
pukul 04.00 wita Warga melakukan mobilisasi besar-besaran ke
Pelabuhan Sape karena adanya isu penyerangan oleh aparat kepolisian
terhadap warga yang melakukan aksi pendudukan di Sape. Sebagian
besar warga kembali ke wilayah lambu untuk mempersiapkan aksi
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besar-besaran di pagi harinya dan hanya menyisakan sekitar 300 orang
massa di pelabuhan.
Aparat kepolisian melakukan pengepungan terhadap massa yang
bertahan dipelabuhan. Aparat kepolisian meminta massa untuk
membubarkan diri, tetapi massa tidak menggubris permintaan tersebut
massa karena tuntutan mereka belum dipenuhi. Mereka tetap
melakukan aksi dengan duduk diam sebagai bentuk mereka menolak
untuk membubarkan diri. Warga memutuskan melakukan aksi duduk
dan tidak mau berkonfrontasi dengan kepolisian.
Berbagai tindakan provokatif dilakukan oleh aparat kepolisian
untuk memancing tindakan anarkis dari massa, tetapi masa tidak
terpancing. Lalu, tiba-tiba seorang anggota kepolisian mencoba merebut
senjata tajam yang di pegang warga. Di sini terjadilah insiden kecil
dimana warga berusaha merebut senjatanya kembali.
Pagi hari, Sejumlah besar warga Lambu yang akan bergabung
dengan massa aksi di pelabuhan tertahan oleh aparat kepolisian di Desa
Soro. Akibatnya, terjadi bentrokan dan warga tidak bisa sampai ke
pelabuhan. Sementara itu, aparat kepolisian yang berada di lokasi
pelabuhan telah memulai aksi penembakan yang membabi buta dengan
arah mendatar kepada massa aksi tanpa melakukan tembakan
peringatan. Setelah korban berjatuhan baru pihak kepolisian
mengarahkan tembakannya ke udara dan akhirnya beberapa korban
luka tembak di larikan ke RSUD Bima dan Puskesmas Wawo.
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Penangkapan dilakukan terhadap 20 orang massa aksi .
Sementara aparat kepolisian melakukan pengosongan dan penyisiran di
wilayah pelabuhan. Sejumlah massa aksi yang selamat dari
pembantaian kembali ke desa Rato.
Massa aksi yang kecewa akibat tindakan brutal aparat kepolisian
yang mengakibatkan beberapa korban meninggal kemudian
melampiaskan kekecewaan dengan melakukan aksi pengerusakan
terhadap kantor desa Lanta, Kantor Desa Simpasai dan Kantor Desa
Kale’o. Beberapa instansi pemerintahan di kecamatan Lambu juga tidak
lepas dari amukan massa yang kecewa di antaranya Kantor UPT Dinas
Pendidikan Kec. Lambu dan Kantor KUA Kecamatan lambu.
Puncaknya, massa melakukan pembakaran terhadap MAPOLSEK
Kecamatan Lambu.
Menjelang malam warga kembali melakukan konsolidasi di
Lapangan Lambu karena adanya isu penyisiran yang akan dilakukan
oleh aparat kepolisian. Warga melakukan pemblokiran jalan masuk
menuju wilayah Lambu dengan melakukan penjagaan ketat di setiap
jalan masuk ke wilayah lambu.
2. Terjadinya Fragmentasi Elit di Suprastruktur Politik
Pasca pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian
pada tanggal 24 desember 2011. Pemerintah melakukan rapat konsultasi
dengan DPRD. 4 fraksi Golkar dan PAN, HANURA, PPP. Berjumlah
40 orang untuk menyepakati ijin usaha pertambangan. Namun Bupati
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tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 188.45/357/004/2010
dikarenakan tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan itu.
Bupati berdalih, ada tiga hal yang bisa mencabut SK itu, yakni jika
perusahaan pemegang ijin tidak melaksanakan kwajibannya, terlibat
masalah pidana dan dinyatakan pailit. Muhammad firdaus mengatakan:
”pada saat itu saya menyarankan kepada bapak bupati, untuk
mencabut SK tersebut bahkan sudah berkali-kali
menyarankannya, karena ini berdampak luas. Kalau tidak
dicabut ini bapak bupati, saya tidak tau apa yang akan terjadi
satu atau dua hari kedepan ini dan ternyata bapak bupati tetap
pada pendiriannya dengan alasan melanggar undang-undang, dia
bisa kena pidana. Tapi tidak ada, kebijakan ini tidak berdampak
pada anda itu akan dipidanakan, saya orang terdepan yang akan
membela anda manakala perusahaan itu, kuasa pertambangan
itu, menuntut bapak. Tetapi tetap dalam pendiriannya, tidak
logis pernyataan saya menurutnya”39
Pemberian ijin usaha pertambangan merupakan hak prerogatif
pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bima. Namun dalam
implementasinya kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati bima ini
mendapat penolakan dari masyarakat. Pihak DPRD Kabupaten Bima
tidak mengetahui tentang keberadaan SK 188.45/357/004/2010 Izin
Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati bima ini pada
awalnya hingga terjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.
Muhammad firdaus mengatakan:
“tidak ada masalah sebenarnya dari awal, tetapi ketika ada
penolakan dari masyarakat, mulailah kita berpikir, karena kita
wakil rakyat, ketika emosi rakyat memuncak sperti itu, tidak ada
lagi logika yang bisa masuk. Maka kita harus mendukung apa
39 Wawancara dengan bapak Muhammad Firdaus tanggal 27 januari 2016
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yang ditempuh oleh masyarakat yang menuntut dicabutnya SK
188 IUP”.40
Akibat kebijakan Bupati yang tetap mempertahankan SK
188.45/357/004/2010 dengan alasannya tersebut, akhirnya masyarakat
kembali menuntut dan memasuki Pelabuhan Sape yang tengah dijaga
anggota brimob dari Jawa Timur. Masyarakat memberikan tenggang
waktu kepada Bupati Bima untuk mencabut SK 188.45/357/004/2010
yakni Rabu malam 25 januari 2012, dan jika tenggang waktu terlewati
dan juga Bupati tak juga mencabut SK Ijin Usaha Penambangan
tersebut, maka masyarakat akan menggelar demo besar-besaran di
Kantor Pemerintah Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 26
Januari 2012, dengan tuntutan agar SK 188.45/357/004/2010 tersebut
segera dicabut secara tetap, adili oknum kepolisian yang melakukan
pelanggaran HAM serta bebaskan puluhan masyarakat yang telah
ditahan di Rutan Bima.
Pada saat itu juga terjadi kesepakatan ditengah-tengah
masyarakat untuk membangun komunikasi-komunikasi dengan
lembaga nasional seperti PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang
memiliki organisasi massa seperti LMND (Liga Mahasiswa Nasional
Untuk Demokrasi), serikat rakyat miskin Indonesia, maupun front
perjuangan buruh, mengharapkan beberapa orang dari masyarakat
lambu ke pusat untuk memberikan keterangan atau menyatakan sikap
pada media beserta kronologis tragedi lambu.
40 Wawancara dengan bapak M. firdaus tanggal 27 Januari 2016
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Masyarakat memutuskan untuk mengambil kesempatan ini
sebagai langkah maju untuk mendesak pemerintah daerah supaya
segera mengambil tindakan pencabutan SK 188.45/357/004/2010 Izin
Usaha Pertambanagan dan mengutus perwakilan ke Jakarta. Adi
Cuswardana mengatakan:
“masyarakat lambu mengutus saya sendiri (adi Cuswardana,red)
dan musaitin. Tanggal 4 januari 2012 kita ke Jakarta dan bertemu
pihak KOMNAS HAM, membawa barang bukti berupa
selongsong peluru, foto-foto korban. Kemudian kita pergi ke
DPR-RI bertemu dengan komisi pertambangan, membawa
pengaduan tentang  apa yang terjadi dikecamatan lambu. Lalu
kita melakukan dialog dengan LBH untuk menyelesaikan proses
hukum bagi aktivis-aktivis yang tersandung hukum.”41
Sangaji mengemukakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh
kelompok pinggiran ini juga mendapat dukungan dari organisasi atau
individu yang umumnya berasal dari kalangan terpelajar, seperti
mahasiswa, NGO, tokoh intelektual setempat. Mereka dibedakan atas
dua kategori, yaitu: 1) para pendukung spesialis, yakni individu dan
organisasi yang secara spesifik membangun keterampilan dan idiologi
untuk menentang kebijakan tersebut, 2) para pendukung umum, yakni
individu atau organisasi yang menganggap pembelaan tersebut
merupakan bagian dari perjuangan menegakkan hak asasi dan keadilan.
Tanggapan dari anggota dewan di DPRD kab bima sebenarnya
masih ambigu, mengingat komposisi dari anggota dprd itu sendiri
41 Wawancara dengan adi cuswardana tanggal 9 januari 2016
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sangat beragam, yang berarti di dprd sendiri ada fraksi yang
mendukung tetap adanya tambang dan ada pula yang menolak adanya
tambang di kecamatan lambu. Muhammad firdaus mengatakan:
“dalam politik itu selalu ada pro-kontra. Apalagi faksinya
pemerintah adalah orang Partai Golkar. Pada saat kejadian kan,
yang menjadi bupati adalah dari Partai Golkar sekaligus ketua
DPD Partai Golkar. Jadi orang-orang Partai Golkar menolak
untuk dicabut, mereka ini cenderung sesuai dengan sikap
Bupati”42
Senada dengan yang dikatakan oleh muhamad firdaus, pada saat
pembahasan pencabutan ijin ketua komisi III dprd kabupaten bima
mengatakan:
“Pro-kontra di DPRD kab. Bima memang ada, karena pro-kontra
kepentingan yang ada. Namun hal ini tidak ada yang tampak ke
permukaan. Bahkan ada rumah-rumah anggota DPRD yang
berasal dari kecamatan lambu yang dirusak oleh masyarakat”43
Pengrusakan rumah-rumah aparat pemerintah kabupaten yang
berada di kecamatan lambu bukan hanya terjadi pada anggota DPRD Kab.
Bima, tetapi juga pada aparat pemerintah lainnya seperti rumah kepala desa
maupun sekertaris desa, PNS yang diduga mendukung masuknya
perusahaan tambang dikecamatan lambu.
Pada rapat paripurna anggota DPRD Kab. Bima bersama fraksi-
fraksi partai politik yang ada dilembaga legislatif. Rapat yang dilakukan
untuk mendorong pencapaian keputusan bersama rekomendasi pencabutan
Ijin Usaha Pertambangan yang menuai penolakan dari masyarakat hingga
42 Wawancara dengan bapak Muhammad Firdaus tanggal 27 januari 2016
43 Wawancara dengan bapak H. Mustahid H. Keko tanggal 23 januari 2016
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mencuat tragedi pelabuhan sape pada tanggal 24 Desember 2011. Gerakan
penolakan SK 188.45/357/004/2010 masih terus digaungkan oleh
masyarakat Lambu, Sape, dan Langgudu. Bahkan massa kembali bergerak
memberikan deadline waktu lima hari kepada pemerintah. Muhammad
Firdaus mengatakan:
“Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima, Drs. HM. Najib HM. Ali.
Dalam statementnya pada saat rapat bersama mengharapkan ada
hasil yang dilakukan Dewan. Kalaupun harus voting, mari kita
voting supaya masyarakat tahu sikap lembaga Dewan. Penegasan
serupa yang dikemukakan oleh Wakil Ketua DPRD lainnya, Ady
Mahyudin, SE. Bahkan FPAN, telah mengeluarkan rekomendasi
pencabutan SK 188. meskipun dianggap terlambat, langkah
inisiatif dari Pimpinan Dewan ini, mendapat respon positif para
pimpinan Komisi dan pimpinan Fraksi. Fraksi Pelopor
Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya (FPKDIR), yang di
ketuai oleh M. Amin, sejak awal telah mengeluarkan
rekemondasi ke Bupati Bima agar segera mencabut SK
188.45/257/004/2010 itu.44
Meskipun mayoritas pimpinan fraksi dan pimpinan komisi DPRD
Kabupaten Bima menghendaki keluarnya rekomendasi pencabutan SK Izin
Usaha Pertambangan nomor 188/45/357/004/2010 tentang pertambangan
emas oleh Bupati Bima, Ferry Zulkarnain, namun saran berbeda disuarakan
oleh Ir. Suryadin, anggota Dewan dari Fraksi Karya Nurani (FKAN),
gabungan Partai Golkar dan Hanura.
Dari empat fraksi di DPRD Kabupaten Bima, baru dua fraksi yang
secara tegas mengeluarkan rekomendasi pencabutan SK 188 yakni FPAN
(Fraksi Partai Amanat Nasional) dan FPKDIR (Fraksi Pelopor
44 Wawancara dengan Bapak Muhammad Firdaus tanggal 27 januari 2016
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Kebangkitan Demokrasi Indonesia Raya), sedangkan dua fraksi lainnya
yakni FKAN (Fraksi Karya Nurani) dan FPBKPD, belum menyatakan
sikap karena akan mengkajinya terlebih dahulu dengan anggota fraksi
masing-masing. Muhammad Firdaus mengatakan:
“Maka kita dari anggota dewan kecuali anggota dewan dari Partai
Golkar memang merekomendasikan pencabutan kepada Bupati,
sedangkan yang lain menunggu sinyal, Lalu ada kesepemahaman,
bahwa kita tidak boleh lagi membiarkan, mengingat konflik yang
timbul semakin meluas dan anggota dewan dari Partai Golkar diam
saja. Mereka antara setuju dengan tidak. Kalau mendukung
pencabutan nanti bisa kena dia, kan bupati dari Partai Golkar.
Makannya pada saat itu anggota dewan dari Partai Golkar seperti Ir.
Suryadin tidak banyak berkomentar. Sedangkan partai-partai lain
sepakat merekomendasikan pencabutan SK 188.45/357/004/2010
kepada Bupati Bima.45
Rapat Paripurna yang dilakukan oleh DPRD Kab Bima pada
tanggal 25 januari 2012 bersama pimpinan fraksi diruang utama gedung
DPRD Kab. Bima menghasilkan rekomendasi pencabutan SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan kepada bupati
bima yang telah diberikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara.
Lima hari sebelum demonstrasi dikantor Bupati Bima. Puluhan ribu
rakyat Bima sudah menggelar aksi. Dalam aksi itu, rakyat Bima memberi
batas waktu kepada Bupati Bima selama lima hari untuk mencabut SK
188.45/357/004/2010 tersebut. Ultimatum rakyat itu sama sekali belum
mendapat kepastian dari Bupati Bima. Selain dari pihak rakyat, sejumlah
45 Wawancara dengan bapak Muhammad Firdaus tanggal 27 januari 2016
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fraksi di DPRD Bima juga sudah meminta Bupati agar segera mencabut SK
bermasalah tersebut. Desakan itu juga diabaikan oleh Bupati Bima.
Sikap Bupati Bima yang tetap enggan untuk mencabut SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan yang diberikan
kepada PT. Sumber Mineral Nusantara karena tidak terdapatnya
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang,
sehingga bagi bupati tidak ada alasan kuat untuk mencabutnya. Meski
ditengah-tengah masyarakat begitu keras menolak kebijakan yang telah
dikeluarkan oleh bupati bima tersebut. Merespon pernyataan sikap bupati
tersebut, FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) kemudian melakukan
mobilisasi massa untuk menduduki kantor bupati bima. Aksi yang
dilakukan pada hari kamis tanggal 26 januari 2012 tersebut sebagai bentuk
tekanan agar bupati bima segera mencabut SK 188.45/357/004/2010
tentang Izin Usaha Pertambangan tersebut.
Aksi pendudukan kantor bupati bima ini dilakukan untuk menekan
pemerintah daerah, menuntut pencabutan SK 188.45/357/004/2010 tentang
Izin Usaha Pertambangan, Selain menuntut pencabutan SK
188.45/357/004/2010, massa juga menuntut agar polisi membebaskan
warga yang ditahan karena bentrok di Pelabuhan Sape. Disisi lain untuk
mendukung delegasi yang di utus ke Jakarta dalam rangka melakukan
pengaduan ke lembaga-lembaga nasional maupun pemerintah pusat dengan
harapan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama
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bergerak untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh SK
188.45/357/004/2010. Adi cuswardana mengatakan:
“Kami utusan masyarakat lambu yang berada dipusat turut
melakukan pengaduan ke istana presiden, dan berhasil bertemu
dengan juru bicara presiden Julian Adrian Pasha, dengan
tuntutan bahwa mohon SK 188.45/357/004/2010 ini segera
dicabut karena jangan sampai timbul gejolak besar dikabupaten
bima khususnya di kecamatan lambu”46
Ketika aksi pendudukan yang dilakukan oleh puluhan ribu massa
FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) dari kecamatan lambu, kecamatan
sape, kecamatan langgudu, kecamatan wera dan kecamatan ambalawi
bersama aktivis mahasiswa di kantor Bupati Bima tidak di jaga dengan
ketat oleh pihak keamanan. Di halaman kantor Bupati Bima hanya hanya
dijaga oleh beberapa personil kepolisian. Muliadin mengatakan:
“Ketika masyarakat melakukan aksi, kantor pada saat itu, saya
melihat hanya beberapa polisi saja yang menjaga kantor bupati
bima, pejabatnya pun tidak ada, ternyata kantor itu kosong. ini
berarti bahwa pihak pemerintah telah mengetahui bahwa akan
terjadi aksi demonstrasi besar-besaran dikantor bupati bima.”47
Aksi massa tidak direspon secara baik dan akhirnya massa aksi
merusak dan membakar kantor bupati. Puluhan aparat polisi dan tentara
hanya bisa menjaga dan mengamankan ruang kerja Bupati. Padahal pihak
aparat polisi dan tentara sebelumnya sudah mengetahui akan ada aksi
ribuan massa yang bergerak ke kantor Bupati tetapi pengaman tidak
maksimal sehingga terjadi pembakaran kantor Bupati. Anas mengatakan:
“tidak ada pihak pemerintah yang datang menemui massa FRAT
yang melakukan aksi, pihak kepolisian yang berjaga dilokasi pun
46 Wawancara dengan saudara Adi supriadi tanggal 29 desember 2015
47 Wawancara dengan Muliadin tanggal 15 januari 2016
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tidak. Dan aparatur pemerintah kabupaten bima tidak ada dikantor
pada saat itu. Hanya segelintir polisi saja yang berjaga. Setelah
massa berbondong-bondong menerobos kedalam kantor bupati,
polisi pun lari menghindar”48
Adapun ruangan kerja perkantoran Bupati yang dibakar masa
meliputi : ruang kerja bupati, ruang kerja wakil bupati, ruang Sekda, ruang
para asisten bupati, kantor bagian humas, bagian hukum, bagian umum,
bagian keuangan, bagian Sat. Pol. PP, BPBD, kantor, KPUD, Kantor
Paruga parenta. Dari sekian kantor yang tidak terbakar, yakni : gedung
PKK, kantor Bappeda, kantor BUMD, kantor koperasi pegawai, musholah,
kantor BPB. Kendati ruangan tersebut tidak terbakar namun fasilitas dan
kaca jendela rusak serta sejumlah kendaraan baik motor, mobil dan mobil
pemadam kebakaran yang berada di gedung kantor bupati karena telah
diobrak abrik massa yang marah karena tindakan Bupati Bima yang
mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Muliadin mengatakan:
“Karena kantor yang tampa penjagaan ketat, masyarakat pun masuk.
Tidak yang komando masyarakat harus bakar kantor bupati bima.
Tapi dari spontanitas masyarakat ini akibat memuncaknya
kekecewaan terhadap pemerintah yang enggan memenuhi tuntutan
masyarakat untuk segera mencabut SK 188.45/357/004/2010 dan
membebaskan masyarakat yang ditahan oleh kepolisian.49
Melihat semakin meluasnya eskalasi konflik yang ditimbulkan oleh
gerakan kelompok masyarakat yang menolak kebijakan Izin Usaha
Pertambangan yang dikeluarkan oleh Bupati Bima dan semakin tidak
kondusifnya keadaan di Kabupaten Bima. Dua hari setelah aksi
48 Wawancara dengan saudara anas tanggal 17 desember 2015
49 Wawancara dengan saudara muliadin 15 januari 2016
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pendudukan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat bersama aktivis
mahasiswa yakni tanggal 28 Januari 2012 atas desakan dari berbagai pihak
akhirnya Bupati Bima Ferry Zulkarnain. ST dengan resmi mencabut SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan yang diberikan
kepada PT. Sumber Mineral Nusantara pada tahun 2008 dan kemudian
diperpanjang pada tahun 2010 secara permanen.
Pencabutan SK 188 tentang Izin Usaha Pertambangan tertuang
dalam SK 188.45/64/004/201250 tentang penghentian secara tetap kegiatan
usaha pertambangan eksplorasi oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di
Kecamatan Lambu, Kecamatan Sape, dan Kecamatan Langgudu Kabupaten
Bima. Keputusan pencabutan SK 188.45/357/004/2010 didasarkan pada
surat rekomendasi Dirjen Mineral dan Batubara Kementrian ESDM
Thamrin Sihite atas nama Menteri ESDM dan Surat Keputusan DPRD
Kabupaten Bima yang meminta izin dicabut.
50 Terlampir
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN
Bab ini akan dijelaskan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang
telah dilakukan.
1. Pada masa pergerakan perlawanan yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat yang tergabung dalam FRAT (Frnt Rakyat Anti Tambang)
terhadap kebijakan bupati bima dalam SK 188.45/357/004/2010 tentang
Izin Usaha Pertambangan yang berikan kepada PT. Sumber Mineral
Nusantara di latarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :
a. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam perumusan kebijakan
izin usaha pertambangan oleh pemerintah kabupaten bima.
b. Minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait
pemberian Ijin Usaha Pertambangan kepada PT. Sumber
Mineral Nusantara
c. Kebijakan Pemerintah yang tidak tepat sasaran.
2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga gerakan
perlawan yang dilakukan oleh FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
berhasil merubah kebijakan Bupati Bima dalam SK
188.45/357/004/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan yang diberikan
kepada PT. Sumber Mineral Nusantara yaitu:
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a. Kuatnya dukungan masyarakat terhadap Gerakan Perlawanan
yang dilakukan oleh FRAT meliputi:
1) Penyadaran politik disetiap desa di tiga kecamatan yang
menjadi lokasi pertambangan dalam SK
188.45/357/004/2010 dengan menempatkan aktivis-
aktivis yang tergabung dalam FRAT untuk memobilisasi
massa.
2) Membentuk FRAT (Front Rakyat Anti Tambang)
sebagai wadah perjuangan.
3) Membangun dukungan di tingkat pusat dengan
mengutus perwakilan FRAT untuk melakukan lobi
politik pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan
NGO.
4) Melakukan pendudukan pada asset public dan kantor
pemerintah daerah.
b. Fragmentasi elit di suprastruktur politik pemerintahan Kabupaten
Bima
Tuntutan pencabutan yang makin menguat dan meluas
ditengah-tengah masyarakat membuat gejolak ditubuh
pemerintahan daerah kabupaten bima. DPRD merespon tuntutan
FRAT pasca pendudukan pelabuhan sape dengan melakukan
rapat konsultatif bersama bupati bima dan dinas-dinas terkait.
Dari hasil rapat konsultatif yang dilakukakon oleh DPRD
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Kabupaten bima bersama bupati bima tidak menghasilkan jalan
keluar seperti yang diharapkan oleh masyrakat dimana bupati
bima tetap tidak akan mencabut SK 188.45/357/004/2010 yang
telah dikeluarkan.
Pada tanggal 25 januari 2012 DPRD melakukan rapat
paripurna bersama fraksi partai politik yang ada di DPRD
Kabupaten Bima untuk menghasilkan rekomendasi pencabutan
SK 188.45/357/004/2010. Meskipun terjadi perbedaan pendapat
dari sebagian fraksi, namun pada akhirnya DPRD Kabupaten
Bima mengeluarkan surat keputusan yang berisi meminta bupati
segera mencabut SK 188.45/357/004/2010 tentang izin usaha
pertambangan yang diberikan kepada PT. Sumber mineral
Nusantara.
B. SARAN
Sebagai hasil dari karya tulis ilmiah ini ada beberapa saran yang
bisa menjadi masukan terhadapap aparatur pemerintah adalah
1. Untuk kedepan sebaiknya pemerintah lebih melibatkan masyarakat
dalam menyusun kebijakan, terutama pada sektor pertambangan yang
sangat sensitif bagi masyarakat. Dimana sosialisasi maksimal dan
intens yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan izin usaha
pertambangan agar masyarakat luas memahami arah dan manfaat dari
kebijakan pemerintah.
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2. Pembuatan kebijakan pemerintah di sektor tambang harus di kaji
secara mendalam agar  kebijakan tersebut tepat sasaran dalam
implementasinya
3. Penegakan aturan kebijakan sebisa mungkin tidak menggunakan
unsure represif di dalamnya, karena tekanan yang berlebihan hanya
akan menghadirkan reaksi yang lebih keras pula.
4. Gerakan yang dilakukan oleh FRAT sebaiknya tetap gerakan-gerakan
positif yang tidak melanggar norma hukum.
5. FRAT tetap harus bersinergi dengan masyarakat agar tetap
berintegritas
6. Pemerintah daerah dalam merespon tuntutan masyarakat seharusnya
lebih tanggap dan peka dalam penyelesaian masalah sehingga tidak
menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
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Demonstrasi di depan kantor bupati bima
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Dok. Surat kabar Garda Asakota Bima: kantor Bupati Bima yang dibakar oleh
massa
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LAMPIRAN
Lampiran I
Sejumlah SK IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Bima
1. PT. Sumber Mineral Nusantara dengan IUP penyelidikan umum Nomor
621 tahun 2008 M/1429 H. atas lokasi seluas 24.980 Ha di wilayah
kecamatan sape, kecamatan lambu, dan kecamatan langgudu kabupaten
bima.1 Kemudian dilakukan penyesuaian pada tahun 2010 berdasarkan
SK Bupati Bima Nomor: 188.45/357/004/2010 tentang persetujuan
penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Sumber
Mineral Nusantara dengan masa berlaku selama 4 tahun.2
2. PT Mineral Nusantara Citra Persada dengan IUP eksplorasi nomor
188.45/346/004/2010, masa berlaku tanggal 28 April 2010 hingga 1 Mei
2015, dengan luas wilayah 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan
Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian
Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan
Risa. Bahan galian jenis tembaga.
3. PT Indomineral Citra Persada dengan IUP Eksplorasi nomor
188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di
Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, Tolo Uwi, Wilamaci
dan Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Wane dan Lere. Dengan
jenis bahan galian tembaga.
1 Naskah Terlampir
2 Naskah Terlampir
4. PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor
188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare, berada di
Kecamatan Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta
Kecamatan Langgudu pada desa Waworada.
5. PT Indomining Karya Buana mengantongi tujuh IUP Operasi Produksi,
dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan
berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan
Langgudu, Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga,
Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu,
Desa Sambori, Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan
Ntori, Kecamatan Wawo.Sedangkan untuk bahan galian pasir besi
diberikan
6. PT. Indomining Karya Buana mengantongi IUP di Desa Oi Tui, Tawali
dan Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan
Tololai, Kecamatan Ambalawi.
7. PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan
galian pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah
Desa Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu,
Kecamatan Ambalawi.
8. Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP
eksplorasi pada PT Bima Putera Minerals dengan SK Nomor
188.45/344/004/2010, pada wilayah Desa Maria, Pesa dan Kambilo,
Kecamatan Wawo.
9. Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi No.
188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo, pada wilayah Desa
Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu.3
3 Dr. H. Abd. Halim, M.A. ”Politik Lokal”. 2014. Hal 213-214
Lampiran II
Kronologis Aksi pendudukan pelabuhan Sape ole FRAT
Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28
april tentang penyesuaian Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada
PT. Sumber Mineral Nusantara bukanlah pemberian Ijin baru melainkan
penyesuaian terhadap ijin yang lama yaitu kuasa pertambangan Nomor 621
tahun 2008, tanggal 22 mei 2008 sebagaimana yang diamanatkan peraturan
pemerintah No. 23 tahun 2010. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin
untuk melaksanakan eksplorasi dengan jenis kegiatan: penyelidikan umum
kegiatan eksplorasi yang meliputi pengambilan sampel, pengambilan contoh
air dan membuat pemetaan geologi. Sehingga, kegiatan ini tidak
menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan hidup.
Pada hari senin, 19 Desember 2011 masyarakat melakukan Long
March dengan berjalan kaki menuju pelabuhan sape. Aparat keamanan
berusaha untuk menghalau pendemo namun gagal dilakukan disebabkan
jumlah massa saat itu mencapai ribuan orang tidak sebanding dengan jumlah
aparat kepolisian. Sehingga, massa berhasil memblokir/menduduki
pelabuhan sape.
Pada hari selasa 20 Desember 2011 telah dilakukan pertemuan dan
dialog diruangan camat sape antara 8 (delapan) orang perwakilan
masyarakat lambu dengan bupati bima dan difasilitasi wakil kepala
kepolisian daerah (Wakapolda) NTB dan rombongan, kepala dinas
perhubungan Kominfo Provinsi NTB, Kapolresta Bima, Dandim 1608 Bima,
Camat Sape, Camat Lambu dan kapolsek Sape dengan pernyataan sebagai
berikut:
Tuntutan Pendemo; Pertama, pencabutan SK Bupati Bima nomor:
188.45/357/004/2010 tanggal 28 april 2010 tentang penyesuaian Ijin Usaha
Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sumber Mineral Nusantara,
Kedua, pembebasan saudara Adi Supriadi dari Tahanan.
Terhadap permintaan/tuntutan tersebut, bupati bima menyikapi
dengan membuat pernyataan tertulis dan ditandatangani, yang isinya:
Pertama, Bupati Bima akan melakukan Penghentian sementara atas Ijin
Eksplorasi PT. Sumber Mineral Nusantara, karena tuntutan pencabutan
sebagaimana yang dikehendaki pihak pendemo tidak bisa dipenuhi, sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU nomor 4 tahun 2009,
tentang pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 119 dan PP nomor 23
tahun 2010). Kedua, terkait dengan tuntutan pembebasan saudara Adi
Supriadi tidak dapat dipenuhi karena hal tersebut telah masuk ke ranah
penegakan Hukum dalam hal ini telah dilimpahkan kekejaksaan Negeri Raba
Bima (P 21).
Menanggapi pernyataan tertulis Bupati Bima tersebut. Pihak massa
yang diwakili 8 orang yang dipimpin saudara Hasanuddin tidak mau
menerima dan tetap pada tuntutannya yaitu pencabutan SK Bupati dan
Pembebasan saudara Adi Supriadi tersangka aksi pembakaran Kantor Camat
Lambu pada tanggal 10 februari 2011
Upaya negosiasi dan komunikasi tetap dilaksanakan dengan
melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh
pemuda. namun, tidak membuahkan hasil.
Pada tanggal 21 desember 2011 dilaksanakan dialog antara tokoh
masyarakat lambu, sape, muspika bersama kapolresta Bima. Namun tidak
membuahkan hasil, sementara itu ada sekitar 200 orang masyarakat NTT
yang sudah menyeberang ke NTT dengan menggunakan kapal kayu untuk
merayakan natal dikampung halaman. Disamping itu, ada sekitar 164 truk
besar/kecil, serta mobil pribadi yang tertahan dipelabuhan bersama ratusan
penumpang lainnya.
Pada tanggal 22 desember 2011 pukul 12.30 Wita. Kapolda NTB
melaksanakan rapat internal, dilanjutkan rapat dengan tokoh masyarakat di
VIP Bandara sultan Muhammad Salahuddin Bima. Selanjutnya pada pukul
14.30 Wita, kapolda melaksanakan rapat koordinasi diruang rapat Bupati
Bima bersama bupati, wakil bupati, dandim 1608 Bima, kejaksaan negeri
Raba - Bima, Kapolresta Bima, Kaban Kesbangpol Linmas Provinsi NTB,
ketua Pengadilan Negeri raba bima, Sekda, Asisten I, dinas pertambangan
dan energi, badan lingkungan Hidup, kesbangpol Linmas Kabupaten Bima.
Dalam arahannya, kapolda menyatakan, langkah bupati bima yang
menghentikan sementara ijin tersebut merupakan langkah yang perlu
diapresiasi dan didukung semua pihak. Selanjutnya langkah-langkah yang
akan ditempuh oleh aparat keamanan adalah: langkah pertama, polisi akan
mengambil langkah secara persuasif dengan mengedepankan dialog dan
negosiasi, langkah kedua, apabila langkah I tidak berhasil maka akan
dilakukan tindakan penegakan hukum, dengan prioritas berfungsinya
kembali pelabuhan penyebrangan sape mengingan pelabuhan sape adalah
jalur perhubungan nasional dan banyaknya warga NTT yang akan
merayakan Natal dan Tahun Baru.
Berdasarkan UU Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan
menyampaikan pendapat dimuka umum, pasal 9 ayat 2 dan 3 disebutkan
menyampaikan pendapat dimuka umum dilarang dilakukan ditempat-tempat
antara lain: a. Lingkungan Istana kepresidenan, tempat Ibadah, Instalasi
Militer, Rumah Sakit, Pelabuhan Udara, atau Pelabuhan Laut, stasiun kereta
api, terminal angkutan darat, dan b. Objek-objek vital nasional; c. Pada hari
besar nasional; pasal 3 dilarang membawa benda-benda yang dapat
membahayakan keselamatan umum.
Pada tanggal 23 desember 2011, sebagaimana yang dijanjikan Bupati
Bima telah mengeluarkan keputusan Bupati Bima Nomor:
188.45/743/004/2011 tanggal 23 desember 2011 tentang penghentian
sementara Ijin Eksplorasi Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara di
kecamatan Lambu, sape, dan Langgudu Kabupaten Bima. Penghentian
sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada pukul 10:00 Wita, Kapolda melaksanakan pertemuan dengan
Pimpinan dan anggota dewan dikantor DPRD kabupaten Bima, dalam
pertemuan disepakati menunjuk H. Najib sebagai perwakilan untuk
melakukan negosiasi dengan Koordinator Lapangan (Korlap). Selanjutnya,
H. Najib mengundang para korlap dikediamannya dengan tujuan untuk
dipertemukan langsung dengan Kapolda. Tetapi kapolda meminta syarat
untuk melepaskan dulu kapal Fery. Baru dilaksanakan dialog. Namun upaya
ini ditolak oleh Korlap.
Pada pukul 23.30 wita kapolda melaksanakan pertemuan tertutup
dengan korlap diareal pelabuhan sape, tetapi belum ada kesepakatan, dimana
korlap sendiri terancam juga apabila memutuskan untuk mundur. Sementara
tuntutan pencabutan SK 188.45/357/004/2010 belum dipenuhi.
Pada tanggal 24 desember 2011 pukul 06.00 wita samapai dengan
08.00 wita, pasukan brimob dan dalmas berjumlah 250 personil
melaksanakan pembubaran paksa terhadap 150 orang massa yang bertahan
didermaga penyebrangan sape dan mengakibatkan 45 orang pelaku pendemo
ditahan antara lain: 23 orang luka-luka, 31 orang ditahan  dan 2 orang
meninggal An Arif Rahman (19 tahun) alamat RT .04 RW 10, Desa Sumi
kecamatan Lambu dan Saudara Saiful (17 tahun) alamat RT 10 RW 6 desa
Soro kecamatan Lambu.
Pada tanggal 25 desember 2011. Jam 16.00 sore kedua jenazah
diantarkan kerumah duka dikecamatan lambu setelah diotopsi dirumah sakit
umum daerah Kabupaten Bima untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.
Pelaksanaan pemakaman dilakukan pukul 21.50 wita. 2 (dua) orang dirujuk
kerumah sakit umum daerah provinsi NTB, dan 8 (Delapan) orang masih
dirawat di RSUD Kabupaten Bima.
LAMPIRAN III
Aksi-aksi yang dilakukan oleh FRAT
Aksi long march massa FRAT menuju kantor camat lambu
Demonstrasi di kantor camat lambu yang berakhir ricuh
Dok KontraS: Kantor camat lambu yang di bakar demonstran
Dok KontraS: Kantor UPTD Kecamatan Lambu yang dirusak Demonstran
Dok surat kabar Garda Asakota Bima: Long March menuju pelabuhan sape
Aksi pendudukan pelabuhan oleh massa FRAT pada hari sabtu, 24 desember 2011
Dok Komunitas Babuju: Polisi tengah bersiap-siap melakukan pembubaran paksa
terhadap massa FRAT yang menduduki pelabuhan sape.
Dok : polisi menyeret salah satu massa FRAT pada saat pembubaran paksa
dipelabuhan sape
Dok. Komunitas Babuju: Aparat Kepolisian yang berjaga-jaga diarea luar
pelabuhan sape pada saat pembubaran paksa terhadap
massa FRAT
Demonstrasi di depan kantor bupati bima
Dok KontraS: Demonstran FRAT mendatangi Kantor Bupati Bima
Dok KontraS: demonstran FRAT melakukan aksi di depan kantor Bupati Bima
Dok KontraS: Polisi melakukan pengamanan di depan kantor Bupati Bima
Dok KontraS: Demonstran melakukan Aksi di depan kantor Bupati Bima
Massa yang menyerbu masuk ke kantor bupati bima
Dok. Surat kabar Garda Asakota Bima: kantor Bupati Bima yang dibakar oleh
massa
